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ABSTRAK

Banyaknya kasus pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan
kesehatan di rumah sakit dan adanya Kejadian Tidak Diharapkan (ddverse Event)
yang dialami oleh pasien, menunjukkan masih banyak pasien yang belum
memperoleh haknya saat menerinia pelayanan kesehatan.Hal ini merupakan
masalah yang mencuat akhir-akhir ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah
telah menetapkan beberapa xebijakan, antara lain adanya UU Rumah Sakit No.44
tahun 2009 yang bertujuan agar hak-hak pasien dapat terlindungi. Namun
kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana seperti yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan RSU Kabupaten
Tangerang dalam melaksanakan kebijakan perlindungan hak pasien sesuai dengan
UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan
data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam dengan 14 informan,
telaah dokumen kebijakan dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisi isi (content aralysis). Dari penelitian diperoleh
hasil bahwa 1). elemen sumber daya manusia belum sepenuhnya dikatakan siap
pada aspek jumlah tenaga keperawatan terutama di Instalasi Rawat Inap
berdasarkan standar Kepmenpan No.75 tahun 2004 dan Permenkes No.340 tahun
2010. Efisiensi dan mutu pelayanan masih kurang baik, berdasarkan Penilaian
Tingkat Kesehatan Rumah Sakit tetapi ada upaya yang dilakukan antara lain
rekruitmen tenaga kerja kontrak (TKK) secara bertahap. 2}. elemen dana belum
sepenuhnya dikatakan siap karena pada penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (
RBA) belum disesuaikan dan ditujukan untuk pemenuvhan hak pasien oleh karena
UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 32 belum disosialisasikan, meskipun
dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggara ( RBA) dan Rencana Kerja Tahunan (
RKT) yang dilaksanakan setiap tahun secara tidak langsung dapat memenuhi
beberapa butir hak pasien. 3} elemen sarana dan prasarana belum sepenuhnya
dikatakan siap karena jumlah dan kondisi.sarana dan prasarana yang tersedia
masih ada vang kondisinya kurang baik dan tidak lengkap tetapi ada upaya yang
dilakukan antara lain menyediakan tempat komplain pasien di Instalasi Hukum,
Publikasi, dan Inforrmasi (HPI), pembangunan fisik ruang rawat inap kelas tiga
dan pembelian alat-alat kesehatan. 4) elemen metode/tatacara sudah cukup
memadai meskipun peraturan internal rumah sakit yang berkaitan langsung
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dengan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 belum dikeluarkan tetapi prosedur
dan tata cara yang lain sudah tersedia pada setiap unit pelayanan keschatan.
Diperlukan komitmen manajemen RSU  Kabupaten Tangerang  untuk
mensosialisasikan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 kepada seluruh tenaga
medis dan non medis serta menyusun peraturan internal rumah sakit (Hospital By
Law). Advokasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Tangerang untuk dapat
mengangkat tenaga kerja kontrak (TKK) rumah sakit menjadi pegawai negeri
sipil, menempatn tenaga keperawatan baru, memberi bantuan anggaran untuk
pembangunan sarana/prasarana dan bantuan alat-alat kesehatan,

Kata kunci : hak pasien, kesiapan, kebijakan, Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
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xx+ 83 pages + 12 Tables + 4 Figures + 3 Appendices
ABSTRACT

Today there are still many patients who haven't received their weil-deserved
rights on receiving health services, prover by the large numbers of unsatisfied
patients to the service delivered by hospitals, and the occurences of adverse
events. A "tip of iceberg" phenomena that become very popular recently.  The
govemment has issued several policy regarding this problem, one of which is UU
Rumah Sakit No.44 tahun 2009 that aims to ensure patients' rights being
protected. Nevertheless, on implementation term, this policy performs not as good
as expected.

This research aims to analyze the readiness of Tangerang Regency General
Hospita! to implement patients' rights protection policy according to UU Rumah
Sakit No.44 tahun 2009.

This is a qualitative research. Primary and Secondary data are collected
through detailed interviews with 14 informants, policy document review, and field
observation. Data analysis was carried-out using "Content Analysis" technique.
The result showed : 1) The lacking numbers on human resource (nurses),
especially in in-patient ward based on Kepmenpan No.75 tahun 2004 dan
Permenkes No.340 tahun 2010 standards, 2) The Funding is also not fully
prepared (there has been no adjustment in Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) dan
Rencana Kerja Tahunan ( RKT) to support the implementation) because UU
Rumah Sakit No.44 tahun 2009 pasal 32 has not been socialized. Although
fortunately, each years' Rencana Bisnis Anggaran (RBA), undirectly, already
cover several aspects of these rights.

3) Facility and infrastructure are still below the minimum requirements, although
they have built a patient complaint center inside department of Instalasi Hukum,
Publikasi, dan Inforrmasi (HP1) building, expand class 3 in-patients ward , and
procure more medical devices. 4) Standard Operating Procedures and conduct of
practices regarding this issue are sufficient, despite that hospital internal
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regulations regarding UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 have not been
proposed, the ongoing standards and procedures in every health service unit have
complied to the fulfillment of patients' rights. It requires further commitment from
hospital management to socialize UU Rumah Sakit N'o. 44 tahun 2009 to every
medical and para-medical health professionals, and to assort its' own internal
regulation (Hospital By Law). It is also crucial to negotiate an advocacy to
Tangerang Regency Government Office to change the status of hospital contract
employee to a more permanent public servant (PNS), fo recruit more nursing
professionals, to allocaie more budget for stucture and infra-structure
development, and to procure more medical devices.

Keyword : patient right, readiness, policy, adverse event
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang

Di dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat | telah ditegaskan bahwa sctiap orang
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tujuan pembangunan kesehatan di
dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 adalah meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi
pembentukan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.
Untuk itu diselenggarakan upaya kesehatan yaitu peningkatan kesehatan
{promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (curatif), dan
pemulitan  kesehatan  (rehabilitatify secara menyeluruh terpadu dan
berkesinambungan. Undang-Undang Keschatan tersebut juga mengatur sarana
kesehatan yang merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yang
antara lain adalah rumah sakit (Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009).
Rumah sakit umum sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan dengan
karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan
kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang
harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau
oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Penyelenggara upaya kesehatan antara lain adalah tenaga keschatan yang
merupakan orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan. Salah satu
jenis tenaga kesehatan adalah tenaga medis yang terdiri dari dokter dan dokter
gigi, tenaga paramedis yang terdiri dari bidan dan perawat, dan tenaga kesehatan
lainnya. Tenaga kesehatan yang melalukan tugas sesuai dengan standar profesinya
berhak memperoleh perlindungan hukum. Dalam melakukan tugasnya tenaga
kesehatan juga wajib mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien
{(Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009). Di dalam Undang-Undang
Praktek Kedokteran No. 29 tahun 2004 juga telah dijelaskan tentang hak pasien

pada saat menerima pelayanan keschatan antara lain: hak mendapatkan penjelasan
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secara lengkap tentang tindakan medis, hak meminta pendapat dokter atau dokter
gigi lain, hak mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan medis, hak
menolak tindakan medis, dan hak mendapatkan isi rekam medis yang berisikan
lima butir hak pasien. Di dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang
adanya hak dan kewajiban bagi tenaga medis dalam melaksanakan fugasnya
(Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 tahun 2004),

Didalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 juga telah
diatur tentang hak dan kewajiban pasien pada saat menerima pelayanan kesehatan
di rumah sakit umum yang isinya lebih lengkap dibanding dengan hak-hak pasien
dalam Undang-Undang Praktck Kedokteran. Didalam Undang-Undang Rumah
Sakit ada 18 butir hak-hak pasien antara lain: memperoleh informasi mengenai
tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, memperoleh informasi
tentang hak dan kewajiban pasien, mempercleh layanan yang manusiawi, adil,
jujur, dan tanpa diskriminasi, mempercleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai
dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh layanan
yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi,
mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, memilih dokter
dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di
rumah sakit meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter
lain (second opinion) yang mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP} baik di dalam
maupun di luar rumah sakit, mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang
diderita termasuk data-data medisnya, mendapat informasi yang meliputi
diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan,
risiko, komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang
dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan, memberikan persetujuan atau
menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap
penyakit yang dideritanya, didampingi keluarganya dalam keadaan Kkritis,
menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu
tidak menggangu pasien lainnya, nfemperoleh keamanan dan keselamatan dirinya
sclama dalam perawatan di rumah sakit , mengajukan usul, saran, perbaikan atas
perlakvan rumah sakit terhadap dirinya, menolak pelayanan bimbingan rohani

yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, menggugat
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dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan
pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana,
dan mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Undang-Undang Rumah Sakit No.44 tahun 2009).

Panduan Nasional tentang Keselamatan Pasien (Depkes, 2006) yang
diwajibkan dilaksanakan di setiap rumah sakit juga merupakan salah satu upaya
agar pasien dapat memperolch haknya yang tertera dalam Undang-Undang Rumah
Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 32 butir (n) yaifu pasien mempunyai hak
memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di
rumah sakit (Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009). Kebijakan lain
yang diupayakan oleh pemerintah sebagai badan eksekutif dan DPR sebagai
badan legislatif adalah diberlakukannya Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25
tahun 2009 dan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun
1999.

Untuk inendukung penyelenggaraan sistem kesehatan nasional dilaksanakan
pengkajian dan penyusunan kebijakan. Kebijakan pelayanan medis di rumah sakit
telah diatur dalam undang-undang dan teknis pelaksanaannya dalam Keputusan
Menteri Kesehatan dan peraturan internal rumah sakit yang dibuat oleh
manajemen rumah sakit yang disebut juga Hospital by Law (HBL) atau “rule of
game” atau “aturan main” yang berbeda-beda di setiap rumah sakit dan
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit yaitu terdiri dari
peraturan dan tata tertib, protap, Standar Prosedur Operasional (SOP) (Guwandi.
1, 2004). Namun kebijakan-kebijakan dan peraturan yang ada belum seluruhnya
dapat dilaksanakan sehingga kejadian-kejadian yang tidak diharapkan pada saat
pasien menerima pelayanan masih saja terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Harvard University Amerika Serikat tentang
medical injury dan medical malpraktck yang diterbitkan tabun 2002. Sehubungan
dengan medical malpraktek dilaporkan bahwa di Amerika Serikat setiap tahun
terjadi 200.000 kematian akibat Kejadian Tidak Diharapkan (KTD = Addverse
Evenr) dimana 120.000 atau 60% diantaranya terjadt akibat medical negiigence

(Pane.A.H., 2007) dan kasus kekecewaan pasien yang merasa dirugikan oleh
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pelayanan di rumah sakit yang menyita perhatian publik (kasus Prita Mulyasari)
{Hutapea, 2006} dimana kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan
hak pasien belum sepenuhnya diperoleh pasien pada saat menerima pelayanan di
unit pelayanan kesehatan. Di Indonesia data tentang Kejadian Tidak Diharapkan
(KTD) belum dapat disajikan dengan lengkap. Salah satu penyebab data medical
error yang tidak lengkap di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan audit medis
di rumah sakit umum belum berjalan. Maraknya tuntutan pasien terhadap kinerja
dan sikap dokter yang tidak memenuhi kaidah dasar moral dan etika sehingga
pasien tidak memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya, sikap
paramedis yang tidak ramah, standar prosedur operasional yang tidak jelas atau
gugatan terhadap kasus kelalaian atau kesalahan medis yang terjadi di rumah
sakit menandakan kesadaran dan pemahaman pasien akan haknya pada saat
menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit semakin tinggi seiring dengan
kemajuan teknologi informasi dan arus globalisasi. Pasienr mulai memperjuangkan
hak mereka jika terjadi pelanggaran hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan
di rumah sakit. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat yang
menerima pelayanan hanya menuruti apa yang disarankan oleh dokter karena
pasien tidak mengerti tentang tindakan yang dilakukan oleh dokter akibat
perbedaan pengetahuan antara dokter dan pasien (asimetri informasi).

Sesuai dengan data yang ada pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) vang berperan sebagai penegak disiplin profesi kedokteran,
profesionalisme, standar kompetensi dan mutu pelayanan dokter dapat terjaga,
MKDKI sejak tahun 2006-2009 telah menerima 75 kasus pengaduan dari seluruh
Indonesia (MKDKI 2010) dan data yang ada pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
untuk wilayah Jakarta dalam setiap minggu terdapat satu pengaduan dugaan
malprakiek medis yang disampaikan kepada IDI dimana sekitar 90% malpraktek
medis tersebut dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit . Pada periode tahun
1998-2004 terdapat 255 kasus pengaduan pasien yang disampaikan kepada
Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) (Sianturi, 2004
). Sejak tahun 1999-2004 ada 126 kasus malpraktek yang dilaporkan kepada LBH
Kesehatan dari berbagai rumah sakit atau setiap tahun sedikitnya 25 orang

melakukan pengaduan kepada LBH Keschatan karena kelalaian dokter atau
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petugas kesehatan yang mengakibatkan kecacatan atau kematian pasien
(Kurniawan, 2004 ). Di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sejak bulan
Mei-Desember 2009 ada 19 kasus dan sejak Januari-Mei 2010 sudah ada 15 kasus
komplain yang disampaikan langsung ke Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi
(HPI} dan sclama tahun 2009 ada 30 kasus komplain pasien yang dikumpulkan
dari seluruh kotak saran yang tersedia di Rumah Sakit Umum Kabupaten
Tangerang. Ada tujuh kasus laporan yang ditulis di media cetak (sumber data HPI
Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang). Alasan pemilihan Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang sebagai lokasi penelitian antara lain: jumlah
komplain pasien semakin meningkat, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
satu-satunya rumah sakit pemerintah yang ada di Kabupaten dan Kota Tangerang
yang menjadi tempat rujukan pasien dari seluruh Puskesmas Kabupaten dan Kota
Tangerang, menjadi tempat rujukan seluruh peserta Jamkesmas dari seluruh
puskesmas kabupaten dan kota, letaknya strategis karena terletak dipusat kota, dan
adanya masalah komplain pasien vang ditujukan ke pihak Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang yang kerap didampingi oleh anggota LSM, LBH
Kesehatan, dan wartawan. Kebijakan Pelayanan Medis secara legal formal yang
mengatur dan yang berkaitan dengan hak-hak pasien terdapat di dalam Undang-
Undang antara lain: Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999,
Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 tahun 2004, Undang-Undang
Pelayanan Publik No. 25 tahun 2009, Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun
2009 dan Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009.

Tetapi undang-undang yang sudah lebih dahulu ditetapkan belum
sepenuhnya dilaksanakan seperti yang diharapkan. Peneliti memilih Undang-
Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 sebagai pokok pembahasan dalam
pemenuhan hak pasien karena undang-undang ini berisi tentang pengaturan
tentang rumah sakit dan hak-hak pasien serta ditetapkan tahun 2009. Oleh karena
itu, sebelum diimplementasikan peneliti merasa layak mengangkatnya menjadi
sebuah penelitian dengan cara menganalisis kesiapan Rumah Sakit Umum

Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
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1.2 Rumusan Masalah

Banyaknya kasus pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dan adanya Kejadian
Tidak Diharapkan (ddverse Eventf) yang dialami pasien pada saat menerima
pelayanan kesehatan di rumah sakit menunjukkan bahwa banyak pasien yang
belum memperoleh haknya pada saat menerima pelayanan. Hal ini merupakan
masalah yang mencuat akhir-akhir ini. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah
telah menetapkan berbagai kebijakan di bidang pelayanan medis dalam rangka
memberikan perlindungan pada pasien antara lain ditetapkannya Undang-Undang
Rumah Sakit No, 44 tahun 2009 dan peraturan pelaksananya. Namun saat ini
komplain pasien dan Kejadian Tidak Diharapkan masih saja terjadi. Dengan
dilakukannya penelitian tentang kajian terhadap kesiapan pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
diharapkan dapat diketahui kesiapan/ketidaksiapan sumber daya yang ada dan
upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit Umum Kabupaten
Tangerang, schingga hak-hak pasien dapat dilindungi pada saat menerima
pelayanan kesehatan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kesiapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam
mengimplementasikan kebijakan perlindungan hak pasien sesuai dengan
Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 ?

2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang agar siap melaksanakan kebijakan
perlindungan hak pasien?

1.4, Tujuan Penelitian
1.4.1. Tujuan umum
Untuk mengetahui  kesiapan Rumah Sakit Umum Kabupaten
Tangerang dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan hak pasien

sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009,
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1.4.2. Tujuan Khusus
1. Diketahuinya kesiapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam
mengimplementasikan kebijakan perlindungan hak pasien sesuai dengan
Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009
2. Diketahuinya upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang agar siap melaksanakan kebijakan
perlindungan hak pasien.
1.5. Manfaat Penelitian
1.5.1. Manfaat Aplikafif
Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang
kesiapan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak pasien pada saat
menerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten
Tangerang sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi
manajemen, tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan, pemerintah daerah
Kabupaten dan Kota Tangerang, Organisasi Profesi Kesehatan untuk dapat
menindaklanjuti dan melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan sesuai
dengan undang-undang yang berlaku sehingga pasien memperoleh haknya
pada saat menerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten
Tangerang. .
1.5.2. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bersifat pengayaan teori dari kajian terhadap kesiapan
implementasi kebijakan perlindungan hak pasien pada saat memperoleh
pelayanan kesehatan di rumah sakit
1.5.3. Manfaat Metodologi
Diharapkan penelitan ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian
selanjutnya pada lokasi yang berbeda dengan tujuan yang sama.
1.6 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian int bertujuan untuk melakukan kajian terhadap kesiapan
implementasi kebijakan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun
2009. Peaclitian ini ditaksanakan di Rumah Sakil Umum Kabupalen Tangerang,

difokuskan pada unit pelayanan Rawat Jalan, IGD, Rawat Inap, ICU, dan kamar
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bedah pada bulan Mei-Juni tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dan instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini
adalah peneliti sendiri dengan cara wawancara mendalam dengan 14 orang
informan, dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan telazh
dokumen kebijakan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi
(content analysis) yang akan menanyakan berbagai hal sehubungan dengan

faktor-faktor yang diteliti dan diharapakan dapat memperoleh data tentang

. kesiapan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan perlindungan hak pasien di

Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik
2.1.1 Konsep Dasar Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang
banyak pada tatanan sirategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh otoritas
publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik harus
dibuat oleh otoritas politik yakni mereka yang menerima mandat dari pubiik atas
nama rakyat (anggota DPR/DPRD). Selanjutnya kebijakan publik akan
dilaksanakan oleh birokrat dalam pemerintahan. Fokus utama kebijakan publik
adalah pelayanan publik yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh
negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup orang banyak.
Kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pemerintah yang mempunyai tojuan atau
berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Kebijakan
negara dapat berupa :
1. Susunan rancangan tujuan dan dasar pertimbangan program pemerintah
yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
2. Segsla sesuatu atau apapun vang dipilik pemerintah untuk dilakukan atau
tidak dilakukan.
3. Masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dipecahkan oleh pemerintah.
Pengertian kebijakan negara berimplikasi sebagai berikut ¢
[. Kebijakan negara bentuknya berupa penetapan tindakan pemerintah.
2. Kebijakan tidak cukup hanya dinyatakan tetapi juga harus dilaksanakan
dalam bentuk nyata.
3. Kebijakan negara baik dilaksanakan atau tidak selalu mempunyai dan
dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh
masyarakat (Nasution, 2000).
Menurut Webster Dictionary, kebijakan atau policy adalah method of action

selected to guide and determine present and future decisions yakni metoda

9

Universitas Indonesia

-

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010



dari aksi yang dipilih untuk membimbing dan menentukan keputusan saat

ini maupun yang akan datang.
Kebijakan publik (public policies) merupakan rangkaian tindakan penyatuan
peraturan yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah unfuk mengarahkan
tindakan yang mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dimaksudkan
untuk menanggulangi masalah yang dihadapi publik sehingga keadaan yang
mengakibatkan ketidakpuasan maupun kebutuhan—kebutuhan publik perlu
dicarikan pemecahannya. Faktor yang terlibat dalam pemecahan masalah publik
adalah mereka yang secara langsung terkena akibat dan pemerintah yang
bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Masalah publik akan berdampak
pada kebijakan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik adalah agenda
pemerintah sebagai tindakan pertanggungjawaban atas masalah yang timbul di
masyarakat (Islamy, 2007). Kebijakan publik dibedakan menjadi dua bagian yaitu
berdasarkan makna kebijakan dan bentuk kebijakan. Kebijakan berdasarkan
makna adalah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah unfuk dilaksanakan
atau sebaiiknya untuk tidak dilaksanakan (Dwidjowijoto, 2003). Kebijakan publik
berdasarkan bentuk dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan tertulis seperti dalam
perundang-undangan, peraturan gubemur, dll. Kebijakan bentuk tidak tertulis
lazimnya disebut konvensi, Suatu kebijakan timbul karena ada proses pembuatan
kebijakan (poiicy making) yang melibatkan stakeholders, contens, dan proses
sebagai tindak ianjut dan folfow up dari suatu nermasalahan. Aktor kebijakan atau
stakeholders dapat memberikan dukungan atau sasaran kebijakan. Aktor
kebijakan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan pada tahap perumusan,
pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Aktor kebijakan yang paling dominan
dalam perumusan kebijakan untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi
disebut pembuat kebijakan (policy maker), sementara itu aktor lain yang terlibat
dalam pembuatan kebijakan diluar policy maker biasanya terdiri dari elite partai
politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dikenal
sebagai kelompok kepentingan (opportunity group/pressure group). Sedangkan
kelompok yang menjadi sasaran dari satu kebijakan atau unsur pelaksana

kebijakan terscbut discbut targes group.

10

Universitas Indonesia

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010




[PP——

P T AP S

Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit serta

pengaturan hak dan kewajiban pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan
serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maka pemerintah
bersama DPR perlu membuat kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Rumah
Sakit .

2.1.2 Kebijakan Tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan Rumah Sakit
daiam Undang-Undang Rumah Sakif No. 44 Tahun 2009 Pasal 32

2.1.2.1 Hak dan Kewajiban Pasien

Hak adalah kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk
berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan
(Hoetomo, 2005).

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang masalah
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik
secara lacgsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi (Undang-
Undang Praktik Kedokteran No, 29 tahun 2004)

Kewajiban adalah suatu hal yang mesti diamalkan, dilakukan dan dipenuhi
atau dengan kata lain suatu hal yang tidak boleh tidak, mesti dilakukan (Hoetomo,
2005).

Didalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 Pasal 32 telah
dijelaskan tentang hak pasien, antara lain:
a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di
rumah sakit umum
b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasi%nal
e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar
dari kerugian fisik dan materi
f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan

peraturan yang berlaku di rumah sakit
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h. Meminta konsuitasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter iain
(second opinion) yang mempunyai Surat ljin Praktik (SIP) baik di dalam
maupun di lvar rumah sakit

i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya

j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis,
tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang
mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta
perkiraan biaya pengobatan

k. Memberikan persetujuan atau menoclak atas tindakan yang akan dilakukan
oleh ienaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya

l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis

m. Menjalankan ibadah sesuat agama atau kepercayaan yang dianutnya
selama hal itu tidak menggangu pasien lainnya

n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan
di rumah sakit

0. Mengajukan usul, saran, dan perbaikan atas perlakuan rumah sakit
terhadap dirinya

p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan
kepercayaan yang dianutnya

g. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga
memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara
perdata ataupun pidana, dan

r. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undanganan (Undang-Undang Rumah Sakit No.44
tahun 2009).

Didalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 31 juga

dijelaskan tentang kewajiban pasien yaitu setiap pasien mempunyai kewajiban

terhadap rumah sakit atas pelayanan yang diterimanya. Yang dimaksud dengan

kewajiban pasicn di dalam penjelasan Undang-Undang Rumah Sakit No. 44

tahun 2009 pasal 31 ayat 1 adalah mematuhi ketentuan yang berlaku di rumah
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sakit, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima di rumah sakit
sesuai dengan ketentuan yang beriaku, memberikan informasi yang lengkap dan
jujur tentang masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan di rumah sakit dan
mematuhi kesepakatan di rumah sakit (Undang-Undang Rumah Sakit No. 44
tahun 2009).
2.1.2.2 Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Dalam kaitannya dengan kewajiban dan tanggung jawab, rumah sakit pada
prinsipnya bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang
dilakukan oleh tenaga kesehatannya sesuai dengan bunyi pasal 1367 (3) KUHP
Perdata. Selain itu rimah sakit juga bertanggung jawab atas wanprestasi dan
perbuatan melawan hukum (1365 KUH Perdata) bila tindakan itu dilakukan
pegawainya.

a. Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Pemerintah

Manajemen dapat dituntut pasal 1365 KUHP Perdaia karena pegawai yang
bekerja pada rumah sakit pemerintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai
badan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai
negeri yang dalam menjalankan tugasnya merugikan pihak  lain
(pasien/keluarganya) dalam tubungan dengan pelayanan medis oleh tcnaga
kesehatan di rumah sakit pemerintah. Agar masalah yang dihadapi oleh rumah
sakit pemerintah dapai diselesaikan dengan mudah dan jelas maka dapat
dipertimbangkan satu pertanggungjawaban yang terpusat pada rumah sakit .
Dengan sistem tanggung jawab demikian, bila pasien tidak puas atas pelayanan di
rumal sakit, pasien dapat menuntut dan menggugat rumah sakit . Tanggung jawab
rumah sakit tidak saja terhadap tenaga kesehatan dan non kesehatan, tetapi pula
terhadap mutu pelayanan sarana dan prasarana. Bila terhadap mutu pelayanan
maka hal ini berhubungan dengan standar profesi tenaga kesehatan antara lain
dokter dan paramedis. Bila terhadap sarana dan prasarana maka hal ini tidak
hanya meliputi alat-alat kedokteran saja, akan tetapi meliputi semua peralatan dan
sarana yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan (Ameln, 1991). Di
dalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 29 disebutkan

bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban antara lain:
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a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit umum

kepada masyarakat
b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan
efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar
pelayanan rumah sakit,
¢. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya
d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana
sesuai dengan kemampuan pelayanannya
¢. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu/miskin
f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas
pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang
muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa,
atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan
g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan
di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
h. Menyelenggarakan rekam medis
i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain saran
ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui,
anak-anak, dan [anjut usia
j.  Melaksanakan sistem rujukan
k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan
etika serta peraturan perundang-undangan
l. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan
kewajiban pasien
m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien
n. Melaksanakan etika rumah sakit
o. Memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan bencana
p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara
regional maupun nasional
q. Membuat dafiar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau

kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya
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r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (Hospital by

Laws)
s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah
sakit dalam melaksanakan tugas, dan
t. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa
rokok
Adapun hak rumah sakit di dalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun
2009 adalah :
a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai
dengan klasifikasi rumah sakit.
b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif,
dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
¢. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan
pelayanan
d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan
e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian
f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan
g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumahn sakit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
h. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang
ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan (Undang-Undang Rumah Sakit
No. 44 tahun 2009)
2.1.2.3 Hak dan Kewajiban Dokter dan Dokter Gigi
Didalam Undang-Undang Kedokteran No. 29 tahun 2004 telah ditetapkan
beberapa butir hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi yang harus dilakukan
pada saat memberi pelayanan kepada pasien. Adapun hak dan kewajiban dokter
dan dokter gigi tertuang didalam pasal 50 dan 51.
Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak

antara lain:
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a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan
medis pasien;
b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar
prosedur operasional;
¢. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau
keluarganya, dan
d. menerima imbalan jasa.
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai
kewajiban :
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian
atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan atau pengobatan
¢. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan
juga setelah pasien itu meninggal dunia
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanustaan kecuali bila ia
yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan
¢. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
kedokicran atau kedokteran gigi.
2.2 Rumah Sakit
2.2.1 Konsep Dasar Rumah Sakit
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan keschatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan
rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki pelayanan
kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik yang dipengaruhi oleh
perkembangan Kesehatan, teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat
yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan
terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat masyarakat yang setinggi-
tingginya (Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009). Untuk

meningkatkan mutu pelayanan, rumah sakit harus dikelola dengan baik.
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2.2.2 Manajemen Sebagai Suatu Proses

Yang dimaksud dengan fungsi manajemen adalah langkah-langkah penting
yang wajib dijalankan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasinya.
Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen
yang dilaksanakan oleh seorang manajer. Banyak pakar manajer mengungkapkan
tentang fungsi manajemen tergantung dari fungsi mana yang disorotinya. Fungsi
manajemen yang diterapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
diambil dari fungsi manajemen menurut George Terry yang terdiri dari Planning
Organizing, Actuating, dan Controliing (POAC) (Muninjaya, 2001).
2.2.2.1 Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah suatu proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan,
organisasi sampai dengan menyusun, dan menetapkan rangkaian kegiatan untuk
mencapainya. Tanpa ada proses perencanaan tidak akan ada kejelasan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh staff untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui
perencanaan akan dapat ditetapkan tugas-tugas staff dan dengan tugas-tugas ini
seorang pimpinan akan mempunyai pedoman untuk melakukan supervisi dan
menetapkan sumber daya yang dibutuhkan oleh staff untuk menjalankan tugas-
tugasnya (Muninjaya, 2001).

Kconzt dan O’Donnell dalam Sarwoto, 1991 memberikan defenisi
perencanaan yakni persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan
tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Di bidang kesehatan, perencanaan dapat
didefenisikan sebagai proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan di
masayarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan
tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut (Muninjaya, 2001).

Manfaat sebuah perencanaan adalah melalui perencanaan program akan
dapat diketahui tujuan dan cara mencapainya, jenis/struktur organisasi yang
dibutuhkan, jenis dan jumlah staff yang diinginkan serta uraian tugasnya, sejavh
mana efektifitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan serta bentuk dan
standar pengawasan yang akan dilakukan. Sebagai suatu proses, perencanaan
punya beberapa langkah penting. Ada lima langkah penting yang perlu dilakukan

pada setiap menjalankan fungsi pelaksanaan yakni analisa situasi,
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mengidentifikasi masalah dan menetapkan prioritas masalah, merumuskan tujuan

program dan besarnya target yang akan dicapai, mengkaji kemungkinan adanya
hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program, dan menyusun rencana Kerja
operasional (Muninjaya, 2001).

2.2.2.2 Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun
semua sumber daya {potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya
secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Atas dasar pengertian tersebut,
fungsi pengorganisasian juga meliputi proses mengintegrasikan semua sumber
daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisast
{Muninjaya, 2001).

Pengorganisasian adalah fungsi organik kedva daripada manajemen yang
diartikan sebagai keseluruhan proses, mengelompokkan orang-orang, alat-alat,
tugas, tanggung-jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu
organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditentukan. Proses pengorganisasian adalah perumusan tujuan,
penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan dalam
fungsi-fungsi, departementasi, penefapan otoritas organisasi, sfaffing, dan
Jacilitating (Sarwoto, 1991). ;
2.2.2.3 Penggerakan (Actuating)

Penggerakan adalah proses memberikan bimbingan kepada staff agar
mercka mampu bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai
dengan keterampilan yang dimiliki dan dukungan sumber daya yang tersedia.
Kejelasan komunikasi, pengembangan komunikasi, pengembangan motivasi yang
efektif, dan penerapan kepemimpinan yang cfektif akan sangat membantu
suksesnya manajer melaksanakan fungsi manajemen. Berdasarkan penelitian
motivasi kerja yang dilakukan oleh Williams James dari Harvard University dapat
diketahui bahwa kemampuan seorang pekerja dapat ditingkatkan lagi menjadi
60% lebih tinggi dari kemampuan rata-ratanya apabila staff bekerja dengan
motivasi tinggi. Dalam hal ini, inti pokok fungsi manajemen adalah bagaimana
manajer mampu mengembangkan kebijakan dan strategi guna memacu motivasi

kerja staflnya (Muninjaya, 2001). Penggerakan adalah tindakan yang
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menyebabkan suaty organisasi menjadi berjalan. George R. Terry dalam

(Sarwoto, 1991) memberikan defenisi pengertian penggerakan ini sebagai
tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk
mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-
usaha organisasi, Penggerakan adalah bagian penting daripada proses manajemen
karena berhadapan dengan orang-orang bahkan manajer praktis beranggapan
bahwa penggerakan merupakan intisari dari manajemen. George R. Terry juga
mengungkapkan bahwa alat-alat yang lazim menggerakkan kelompok antara [ain
adalah perintah-perintah, petunjuk-petunjuk, bimbingan, surat-surat edaran, rapat-
rapat koordinasi, pertemuan-pertemuan, dan sebagainya.

2.2.2.4 Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah proses untuk mengamati secara terus menerus
pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi terhadap
peitvimpangan yang terjadi. Fungsi manajemen ini memerlukan standar untuk
kerja staft’ atau unit (kelompok) kerja. Apakah ada penyimpangan? Jika ada
penyimpangan, kegiatan manajerial ditujukan untuk melakukan koreksi terhadap
penyimpangan yang telah terjadi. Henry Fayol dalam (Sarwoto, 1991), p.95,
mengemukakan tentang pengawasan :

»...Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah
segala seswatu tercapai atau berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan
berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang
telah ditetapkan. Pcngawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan
kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya
kelemahan-kelemahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik

terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal lain...”

Ada dua jenis standar pengawasan. Pertama, norma yang didasarkan atas
pengalaman masa lalu dalam pelaksanaan program yang sejenis atau dalam situasi
yang sama. Misalnya, setiap petugas lapangan puskesmas seharusnya dapat
mengunjungi 20 rumah dalam seminggu dalam rangka pelaksanaan program
perawatan kesehatan masyarakat (PHN).. Staff UKS seharusnya dapat
mengunjungi semua sckolah di wilayah kerjanya minimal 3 kali dalam setahun.

Kedua, kriteria standar yang diharapkan dari upaya-upaya pelayanan tertentu.
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Misalnya, setiap kader kesehatan harus mampu menyiapkan campuran larutan
garam gula, mengisi KMS, dan menjelaskan tiga metode KB. Staff KIA mampu
melakukan imunisasi BCG pada semua anak antara umur (-1 tahun {(Muninjaya,
2001), p.74-75.

2.2.3 Total Quality Management (TQM)

TQM (Total Quality Management) adalah salah satu sistem manajemen
yang mengelola perusahaan dan kegiatannya dengan mengikutsertakan seluruh
jajaran karyawannya untuk berperan serta bersama dalam mengembangkan dan
meningkatkan mutu di segala bidang demi kepuasan pelanggan/customer. Dalam
dunia perumahsakitan maka total berarti menyeluruh mulai dari direktur rumah
sakit sampai kacyawan tingkat terendah. Quality berarti mutu pelayanan terhadap
pasien secara cepat, akurat, remah, dan harga memadai. Pengertian mutu meliput
kualitas layanan, waktu, semangat berkerja, dan biaya. Manajemen mutu memang
hal yang paling dapat perhatian dalam peiayanan kesehatan. Rumal sakit punya
kewajiban dan juga tanggung jawab moral serta hukum untuk memberikan mutu
pelayanan sesuai standar untuk pasien yang ditanganinya. Pelayanan kesehatan
yang bernutu menurut Tabish (1998) berarti memberikan suatu produk yang
benar-benar memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan individu dan
masyarakat (Aditama, 2004).

2.2.4 Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan yang kompleks dan terorganisir, suatu
himpunan atau perpaduan hal-hal/bagian—-bagian yang membentuk suatu
kebulatan yang kompieks atau utuh. Istilah sistem mencakup suatu spektrum luas
dari suatu paham (Johnson [981).
2.2.4.1 Ciri - Ciri Sistem

Ciri — ciri sistern menurut DR. Azrul Azwar dapat dibedakan menjadi empat
macam antara lain pertama, dalam sistem terdapat bagian atau elemen yang satu

sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi yang kesemuanya membentuk

satu kesatuah dalam arti semuanya berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama

yang telah ditetapkan. Kedua, fungsi yang diperankan oleh masing-masing bagian
atau elemen yang membentuk satu kesatuan tersebut adalah dalam rangka

mengubah masukan menjadi kelvaran yang direncanakan. Ketiga, dalam
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melaksanakan fungsi tersebut semuanya bekerja sama secara bebas namun terkait

dalam arti terdapat mekanisme pengendalian yang mengarahkannya agar tetap
berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan. Keempat, sekalipun sistem
merupakan satu kesatuan yang terpadu, bukan berarti ja tertutup terhadap
lingkungan (Azwar, 1996).

Rumah sakit adalah bagian dari sistem kesehatan nasional yang

melaksanakan upaya kesehatan individual. Berikut pendekatan sistem yang

digunakan untuk memudahkan dalam memahami rumah sakit .

Gambar 2.1 Rumah Sakit sebagai Suatu Sistem

Masukan ;‘“3‘."3" fﬂé:ff Akhir
Pelanggan Proses asien asien

i 1 Sembuh/cacat/ Puas/tidak
(Schat & Sakit) ™ Pelayanan Medik, — . p| U tidak
Dokter Meninggal RS

. UGD, ICU, RI, : . L
Karyawan lain RJ. K amar Siste Rujukan majw/mundur/
Sarana Oi:;erasi T Terbina oleh RS statis
Prasarana T ’
Peralatan, dsb di

Lingkungan lvar :
Sanak savdarg, pihak asuransi, peraturan pemerintah, hukum, masyarakat, dsb.

Ditjen Yanmned, Depkes Rl, Reformasi Perumehsakitan di Indonesia, 2000

2.2.4.2 Unsur — Unsur Sistem
Seperti dikemukakan di atas, sistem terbentuk dari bagian atau elemen
saling berhubungan dan mempengaruhi. Adapun yang dimaksud dengan bagian
atau clemen tersebut adalah sesuatu yang harus ditemukan. Bagian atau elemen
tersebut dapat dikelompokkan dalam enam unsur, yaitu (Azwar, 1996) :
1. Masukan (input)
Adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan
yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut
2. Proses (process)
Adalah kumpulan bagian atau elemen vang terdapat dalam sistem vang

berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan

21

Universitas Indonesia

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010




3. Keluaran (output)

Adalah  kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari
berlangsungnya proses dalam suatu sistem
4. Umpan Balik (feed back)
Adalah kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari
sistern sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut
5. Dampak {(outcome)
Adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran suatu sistem
6. Lingkungan (environment)
Adalah dunia di luar sistem yang tidak dikelola oleh sistem tetapi
mempunyai pengaruh besar terhadap sistem.
Keenam unsur sistem ini saling berhubungan dan mempengaruhi

yang secara sederhana dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

Gambar 2.2 Hubungan Unsur — Unsur Sistem

Lingkungan

Masukan (inpur)

Keluaran (ouiput )

h i

Proses ( process }

h

h

Dampak
( outcome)

Umpan Balik {feed back )

Secara rinci bagian—bagian atau elemen-elemen tersebut dalam administrasi

kesehatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu (Azwar, 1996} :

1.

Sistemn sebagai upaya menghasilkan pelayanan kesehatan.
Jika sistemn kesehatan dipandang sebagai suatu upaya untuk menghasilkan
pelayanan kesehatan, maka yang dimaksud dengan elemen-elemen atau
bagian-bagian sistem antara lain:
a. Masukan adalah perangkat administrasi yaitu tenaga, dana,
sarana, dan metode atau dikenal pula dengan istilah sumber, tata

cara, dan kesanggupan.
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b. Proses adalah fungsi administrasi yang terpenting ialah

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.
¢. Keluaran =adalah pelayanan kesehatan yaitu yang akan
dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Sistem sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan.

Jika sistem kesehatan dipandang sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan
masalah kesehatan, maka yang dimaksud dengan elemen—elemen atau bagian —
bagian sistem antara lain:

a. Masukan adalah setiap masalah kesehatan yang ingin diselesaikan,

b. Proses adalah perangkat adminisirasi yaitu tenaga, sarana, dana, dan

metode atau dikenal pula sebagai sumber, tatacara, dan kesanggupan.

¢. Keluaran adalah selesainya masalah kesehatan yang dihadapi.

2.2.5 Mutu Pelayanan Kesehatan

Pelayanan medis yang bermutu dapat diartikan sebagai pelayanan medis yang
baik. Konsep dari pelayanan medis vang baik berdasarkan atas unsur-unsur
tertentu seperti yang dikemukakan oleh Avedis Donabedian, dari pendapat Lee
dan Jones, 1993 (Wijono, 1999) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan medik yang baik adalah praktek kedokteran (pengobatan)

yang rasional yang berdasarkan ilmu pengetahuan.

2. Pelayanan medis yang baik menekankan pencegahan

3. Pelayanan medis yang baik memerlukan kerjasama yang cerdik antara

pasien yang awam dan praktisi yang ilmiah medis

4. Pelayanan medis yang baik memperlakukan individu seutuhnya

5. Pelayanan medis yang baik mempertahankan hubungan pribadi yang

akrab dan berkesinambungan antara dokter dan pasien

6. Pelayanan medis yang baik dikoordinasikan dengan pekerjaan

kesejahteraan sosial

7. Pelayanan medis yang baik mengkoordinasikan semua jenis pelayanan

kesehatan

Pelayanan medis yang baik termasuk pelaksanaan semua pelayanan yang
diperiukan dari ilmu kedokteran modern sesuai dengan kebutuhan semua orang,

Indikator mutu pelayanan kesehatan dapat mengacu pada indikator yang relevan
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berkaitan dengan struktur, proses, dan outcomes. Sebagai contoh, indikator proses
dimana memberikan petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan,
prosedur asuhan yang ditempuh oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan
tugasnya, apakah telah sesuai dengan prosedur, diagnose pengobatan, dan
penanganan seperti yang seharusnjfa sesuai dengan standar (Wijono, 1999), Mutu
pelayanan kesehatan yang baik biasanya mengacu pada kemampuan rumah sakit
memberi pelayanan yang sesual dengan standar profesi kesehatan dan dapat
diterima oleh pasien. Faktor—faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu:
a, Sumber Daya manusia

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, faktor
manusia dan sistem merupakan faktor yang sangat menentukan. Hal ini
dinyatakan oleh (Toha, 1993) bahwa kualitas pelayanan pada masyarakat sangat
tergantung kepada individual acror dan sistem yang dipakai. Berdasarkan
pendapat di atas bahwa faktor sumber daya manusia memegang peranan yang
sangat penting dalam pemberian pelayanan-pelayanan yang berkualitas. H. Jhon
Bemardin dan Joyce E.A.Russel (Ruky, him. 14) mengatakan bahwa manajemen
sumber daya manusia mengurusi rekruitmen, seleksi, pengembangan, pemberian
imbalan, usaha mempertahankan, penilaian, dan promosi personil dalam sebuah
organisasi. Selanjutnya, ia menulis bahwa yang dimaksud dengan sumber daya
manusia dalam sebuah organisasi adalah semua orang yang melakukan kegiatan
dalam organisasi tersebut. Pada setiap organisasi termasuk organisasi publik,
dalam hal ini instansi pemerintah, akan ditetapkan tujuan-tujuan tertentu yang
ingin mereka capai dalam memanajemeni setiap sumber dayanya termasuk
sumber daya manusia. Yang diinginkan setiap organisasi adalah agar setiap saat
memiliki sumber daya yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan
kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai
tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Sumber daya manusia seperti itu
hanya diperoleh dari karyawan atau organisasi yang memenuhi ciri-ciri atau
karakteristik sebagai berikut :

I. Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab, dan

wewenangnya.

24

Universitas Indonesia

-

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010



.

2. Memiliki pengetahnann yang diperlukan terkait pelaksanaan tugasnya

secara penuh,

3. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena

mempunyai keahlian/keterampilan (skil{) yang diperlukan.

4, Bersikap produktif, inovatiffkreatif, mau bekerja sama dengan orang lain,

dapat dipercaya, loyal, dan sebagainya.

Organisasi yang menginginkan sumber daya sebagaimana ciri-ciri di atas
haruslah menerapkan manajemen sumber daya manusia yang tepat untuk
organisasi yang tepat dan efektif. Dengan penerapan manajemen sumber daya
yang tepat dan efektif diharapkan akan dapat dihasilkan sumber daya manusia
yang berkualitas yang akhirnya akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas
yang menjadi salah satu hak pasien yang tertera pada butir d Undang-Undang
Rumah Sakit No. 44 tahun 2009,

b. Masu Kerja

Masa kerja adalah lamanya seorang bekerja di bidang pekerjaannya.
Pengalaman dan lama wakiu bertugas dalam wmelaksanakan pekerjaan
berhubungan dan berpengaruh terhadap keterampilan seseorang. Lama masa kerja
berkaitan dengan pengalaman seseorang, makin lama bekerja makin terampi! dan
bertambah pengetahuannya (Azwar, 1996).

{Anderson 1975) menyatakan bahwa pekerjaan akan berpengaruh terhadap
perilaku petugas. Seseorang yang sudah lama bekerja mempunyai wawasan yang
lebih luas dan pengalaman lebih banyak sehingga memegang peranan dalam
pembentukan perilaku, Hal yang sama dinyatakan oleh (Robbins, 1996), yakni
jika kita mendefinisikan senioritas sebagai masa kerja scseorang pada pekerjaan
tertentu, kita dapat mengatakan bahwa bukti paling baru menunjukkan suatu
hubungan positif antara senioritas dan produktifitas pekerjaan. Jika demikian,
masa kerja yang diekspresikan sebagai pengalaman kerja tampaknya menjadi
dasar perkiraan yang baik terhadap produktifitas karyawan.

Masa kerja seseorang dalam organisasi perlu diketahui karena masa kesja itu
merupakan salah satu indikator tentang kecenderungan para pekerja dalamn
berbagai segi kehidupan organisasi. Misalnya dikatakan, dengan produktifitas

kerja banyak anggapan bahwa semakin lama seseorang berkarya dalam suatu
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organisasi akan semakin tinggi tingkat produktifitasnya karena ta semakin
berpengalaman dan keterampilannya menyelesaikan tugas yang dipercayakan
kepadanya dengan sendirinya semakin tinggi pula. Tetapi tidak mustahil bahwa
orang yang sudah lama bekerja dalam organisasi produktifitasnya tidak meningkat
atau bahkan menurun (Siagian.S, 1989).

¢, Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang
melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi
melalui panca indera manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman,
rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga.
Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam
membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Apabila suatu tindakan tidak
didasari oleh pengetahuan maka perilaku tersebut tidak akan berlangsung lama
(Notoatmojo, 2003). Menurut Sulasumantri (1998) dalam (Pinem, 2007), sumber
penigetahuan ada 2 yaitu secara rasicnal dimana pengetahuan diperoleh manusia
melalui kemampuan berpikir rastonalnya dan secara empiris dimana pengetahuan
dapat diperoleh melalui pengalaman konkrit yang dapat berasal dari media massa,
mengikut seminar maupun penyuluhan-penyuluhan baik secara formal atau
informal.

(Green, 2005) menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan tidak selalu
menyebabkan perubahan perilaku, namun mempunyai hubungan yang positif
antara kedua variabel. Selanjutnya dikatakan bahwa pengetahuan tertentu tentang
keschatan mungkin penting sebelum tindakan kesehatan pribadi terjadi, tetapi
tindakan kesehatan yang diharapkan mungkin tidak akan terjadi kecuali bila
seseorang mendapat isyarat yang cukup kuat untuk memotivasinya atau bertindak
atas dasar pengetahuan yang dimilkinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa
pengetahuan merupakan faktor yang penting namun tidak memadai dalam
perubahan perilaku.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Osnita (2000); Dja’afara (2000);
Elasari dan Noor (2004), menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan secara
bermakna dengan kepatuban petugas terhadap standar adalah faktor pengetahuan.

Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Yantin (2000), Irawati (2000), Tjerita
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(2000), dan Syafrizal (2003) tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna
antara pengetahuan dengan kepatuhan petugas terhadap standar.
d. Sikap

Perilaku manusia (human behavior) secara psikologi dipandang sebagai
reaksi terhadap stimulus lingkungan yang bersifat sederhana maupun kompleks
dan selalu dikaitkan dengan perilaku (Azwar, 1996). Hal yang sama dikemukakan
oleh (Winardi, 2004) bahwa sikap adalah determinan perilaku karena mereka
berkaitan dengan persepsi, kepribadian, dan motivasi. Sebuah sikap merupakan
suatu keadaan siap mental yang dipelajari dan diorganisasi menuru¢ pengalaman
dan menyebabkan timbulnya pengaruh khusus atas reaksi seseorang terhadap
arang — orang, objek ~ objek, dan situasi dengan siapa dia berhubungan.

Berbeda dengan (Sanwvono, 2003) yang menyatakan bahwa sikap tidak sama
dengan perilaku dan perilaku tidak selalu mencerminkan sikap seseorang sebab
seringkali terjadi seseorang bertindak bertentangan dengan sikapnya. Sikap dapat
berubah dengan tambahan informasi suatu objek, melalui persuasi, panutan dari
seseorang atau tekanan dari kelompok sosial.

Penelitian-penelitian awal menganggap bahwa sikap secara kausal terkait
dengan pertlaku, artinya sikap seseorang menentukan apa yang mereka lakukan.
Namun pada akhir dasawarsa 1960-an, hubungan yang diasumsikan antara sikap
dan perilaku (attitude—behaviour) ditentang oleh Kajian ulang terhadap riset
tersebut. Berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah studi yang menyelidiki
hubungan sikap dun perilaku, kajian ulang menyimpulkan bahwa sikap tidak
terkait dengan perilaku atau kemungkinan terbentuknya hanya sedikit
berhubungan (Robbins, 1996).

e. Dana

Dana atau pembiayaan sangat menentukan dalam kelancaran kegiatan. Dana
dalam hal ini adalah biaya kesehatan yang harus disediakan untuk
menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh
perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat, (Azwar, 1996) mengatakan
bahwa biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama
pemerintah dan ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan

menyelenggarakan upaya kesehatan,
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Biaya kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua macam yakni biaya

pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan inasyarakat.

Setiap organisasi menghadapi keterbatasan kemampuan menyediakan dana,
oleh sebab itu para manajerial dituntut berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh
dana sehingga jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan mengatur penggunaan
dana yang tersedia sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan juga tergantung pada
tersedia tidaknya anggaran yang memadai atau sesuai dengan kebutuhan.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

[mplementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan tentang
kebijakan yang mendasar. Kebijakan tersebut bisa tertuang dalam undang-undang
atau bisa berbentuk intruksi-instruksi eksekutif vang penting atau keputusan
perundang—undangan. Sebaiknya keputusan itu dijelaskan dalam bentuk yang
konkrit mengcnai masalah-masalah yang ingin ditangani, menentukan tujuan
yang hendak dicapai, dan dalam berbagai cara yang menggambarkan struktur dari
proses pelaksanaan (Wibawa, dikutip dari (Tangkilisan, 2004)).

Implementasi kebijakan yang dituangkan dalam produk-produk hukum atau
instruksi-instruksi lainnya berfujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang
terjadi. Dalam implementasi kebijakan dibutuhkan input berupa peraturan
perundang-undangan yang menjadi acuan, SDM sebagai pelaksana, dana yang
akan mendukung pelaksanaan, komitmen pelaku-pelaku yang terkait serta standar
prosedur operasional (SOP), dIl. Model skematik dari implementasi kebijakan

menurut William dan Elmore dalam Tangkilisan digambarkan seperti dibawah ini.

Gambar 2.3 Skema Implementasi Kebijakan Publik

Policy & Goals Implementating Policy —> Policy

.

Delivery system

h 4

Pelaksanaan kebijakan bisa berjalan efektif diperlukan komitmen berbagai pihak.

Pendekatan yang efektif untuk mendukung berjalannya suvatu kebijakan adalah
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pendekatan dari bawah ke atas (bottom up). Target sasaran pelaksana dan penilai
kebijakan adalah orang yang terkena dampak langsung dalam suatu kebijakan.
Mereka yang lebih mengetahui masalah serta pemecahan masalahnya. Mereka itu
orang—orang yang akan memberikan komitmen bagi suksesnya kebijakan
{Gardner, 1992).

Implementasi kebijakan lebih bergantung pada perkembangan dimana pusat
dapat mengharapkan kekuasaan pada tingkat lebih repndah mengikuti garis
petunjuk. Menggunakan kontrol legislatif mungkin relatif lebih baik dalam sektor
kesehatan pada kebijakan sehari-hari meskipun peranannya menjadi bagian
penting dalam proses regulasi dan sektor pribadi.

Hukum mengizinkan, menghendaki kekuasaan lokal untuk bertindak atau
memberi kesempatan untuk bertindak juga. Jika hukum adalak undang-undang
tidak selalu memaksa dan kekuasaan lokal bisa mengundur implementasi
kebijakan sampai waktu yang tepat.

Kadang-kadang pemerintah pusat menggunakan legislatif untuk
mengurangi kekuatan dibawahnya. Contoh umum adalah membatasi penggunaan
dana pada desentralisasi bidang kesehatan, misalnya pada rumah sakit atau pusat
kesehatan lain, penambahan anggaran berasal dari pasien.

Pemerintah sering mengkombinasi kekuasaan untuk mengizinkan kekuatan
tanpa legislatif. Implementasi kebijakan bisa berbeda untuk setiap kelompok yang
melibatkan perumusan kebijakan. Kelompok pada tingkat berbeda akan
menggunakan taktik berbeda untuk mengganti kebijakan pada rezim itu setiap ada
tekanan.

Meskipun mekanisme pendanaan, legislatif, dan jalan lebih kuat dari kontrol
pusat, faktor lain juga berperan pada bagian kecil yang berpengaruh pada
implementasi kebijakan, misalnya mungkin ada perbedaan kultur yang signifikan
pada kesetiaan antara pegawai pemerintahan nasional dengan pegawai pemerintah
tingkat lokal.

Pada kasus sistim kebijakan kesehatan, keputusan politisi dan birokrat
dalam kementrian kesehatan dikomunikasikan dalam unit perencana kesehatan
yang mengoperasionalkan kebijakan melalui desain program yang tepat dengan

petunjuk, alur, dan sistim evaluasi.
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Beberapa pendekatan yang diambil dari model “Implementasi Sempuma”
Hogwood dan Gun (Adisasmito Wiku, 2006, dikutip dari Walt, 1994)

menggambarkan 10 persyaratan yang harus ada bila kebijakan akan dilaksanakan

sehingga tujuan tercapai, yaitu :

1.

Keadaan eksternal tidak dalam kondisi timpang.

Sebenarnya kejadian eksternal tidak bisa mengontrol pelaksanaan kebijakan,
misalnya perang mencegah masuknya ukuran—ukuran kesehatan untuk
melindungi pekerja

Waktu yang tepat dan sumber daya cukup tersedia.

Kurangnya sumber daya, misalnya petugas, peralatan, atau dana
mempengaruhi implementasi.

Menuntut kombinasi sumber daya yang baik.

Perbaikan cakupan imunisasi berarti memiliki petugas kesehatan terlatih,
sistem vaksin dan co/d chain, dan snak—anak target. Jika salah satu tidak ada
maka implementasi akan berat sebelah.

Kebijakan berdasarkan teori yang tepat tentang sebab—akibat,

Jika kebijakan buruk bisa gagal. Tiap kebijakan berdasarkan teori sebab—
akibat (meskipun tidak secara eksplisit) dan jika salah satu hilang maka
implementasi akan timpang.

Hubungan langsung antara sebab—akibat.

Proses implementasi adalah sesuatu yang lama, kejadian yang kompleks, dan
berhubungan pada setiap aspek kebijakan.

Ketergantungan hubungan harus diminimalkan.

Mungkin banyak partisipan terlibat dalam implementasi: Menteri Kesehatan
punya negosiasi dengan asuransi atau kantor keamanan sosial, organisasi
professional, dl, yang semuanya tergantung satu sama lain.

Ada penjelasan dan persetujuan pada tujuan.

Tujuan kebijakan sering samar dan pemain yang berbeda mungkin punya
konsep yang berbeda pula pada konstitusi implementasi termasuk petugas

kesehatan (dalam memberikan pelayanan kesehatan)

30

Universitas Indonesia

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010



8. Tugas adalah penuh kekhususan dalam kejadian yang tepat,

10.

Jika keputusan akan diputuskan secara beragam, semua tugas lepas dari
perbedaan organisasi atau organisasi mesti menjadi bagian yang berbeda.
Kegagalan kebijakan terjadi karena kebingungan dan duplikasi.

Komunikasi dan koordinasi harus sempurna.

Sejak cerita jatuhnya komunikasi dan sulitnya koordinasi, sulit melihat
bagaimana meraih itu meskipun bias diinpirasikan,

Kekuasaan meminta dan mendapat izin sempurna.

Kecuali pada pemerintahan militer yang punya kekuatan politik, sulit untuk
melihat bagaimana kekuasaan mendapat izin komplit dimana para pelaksana

kelompok target yang radikal (Adisasmito, 2006).

31

Universitas Indonesia

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010



BAB i
KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH

3.1 Kerangka Pikir

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bersama anggota DPR berupa
peraturan perundang—undangan yang mengatur tentang hak pasien yang tertuang
didalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 32 adalah
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menindaklanjuti masalah~masalah
yang dihadapi oleh masyarakat pada saat menerima pelayanan kesehatan di
rumah sakit. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, peneliti ingin mengkaji
sejauh mana kesiapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam
melaksanakan kebijakan ini. Kerangka pikir yang digunakan diambil dari teori
pendekatan sistem administrasi kesehatan yang dikemukakan oleh Azwar Elemen
dari sistem adalah input ,outpwt dan process. Input meliputi SDM, dana,
sarana/prasarana, dan metode. Process meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan kesiapan, sosialisasi kebijakan, dan pengawasan serta output meliputi
kesiapan sumber daya rumah sakit dalam memenuhi hak pasien. Fungsi
manajemen yang digunakan didalam unsur proses dalam kerangka pikir ini
berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George Terry, Untuk lebih memahami
tujuan diadakannya, penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka | pikir
dibawah ini

Gambar 3.1 Kerangka Pikir

Kesiapan implementasi Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 32

tentang hak pasien

INPUT —» PROSES » OUTPUT
* SOM e Perencanaan e Kesiapan
* Dana —» & Pengorganisasian Sumber Daya
* Sarana » Pelaksanaan Rumah Sakit
/prasarana Kesiapan Umum dalam
* Metode * Sosialisasi memenuhi hak
Kebijakan pasien
» Pengawasan
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Bl

32

Universitas Indonesia



3.2 Definist Istilak

Unsur Alat Ukur
Defenisi Istilah Cara Ukur Hasil Ukur
Input
Tenaga medis dan
non medis yang ada
Gambaran tentang
dan bekerja dalam )
) Jjumlah, Jjenis, dan
jumlah, jenis, dan Wawancara )
. kompetensi tenaga
Sumber Daya kompetensi yang mendalam Pedoman
kesehatan dan non
Manusia (SDM) | dapat mendukung dan telazh wawancara Lo
i kesehatan yang bekerja di
upaya perlindungan dokumen .
Rumah Sakit Umum Kab.
hak pasien di Rumah
Tangerang
Sakit Umum
Kab.Tangerang
Ketepatan,
informasi/pemahama Gambaran informasi dan
n yang diketahui oleh pemahaman manajemen
manajemen RS, para RS, para wadir , kabid,
. Wawancara | Pedoman ]
Pengetahuan wadir, kabid, kepala kepala instalasi wentang
\ mendalam wawancara
instalasi tentang hak - hak - hak pasien dalam
hak pasien dalam Undang-undang RS No.
Undang-undang RS 44 tahun 2009
No. 44 tahun 2009
Respon dari Gambaran tentang sikap
manajemen, para dan respon dari
kabid, kepala instalasi manajemen, para kabid,
- terhadap kebijakan Wawancara | Pedoman | kepala instalasi terhadap
ikap
perfindungan hak mendalam wawancara | kebijakan perlindungan
pasicn dalam hak pasien dalam
Undang-undang RS Undang-undang RS
No. 44 tahun 2009 No.44 tahun 2009
Ketepatan dan Gambaran tentang
kesesuaian sumber kesesuaian dan ketepatan
dana yang Wawancara dana yang dialokasikan
B dialokasikan untuk mendalam Pedoman untuk kesiapan
ana
Kesiapan dan telanh wawancura | pemenuhan hak pasien di
perlindungan hak dokumen Rumah Sakit Umum
pasien dari elemen Kab.Tangerang
SDM,
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sarana‘prasarana , dan
metode di Rumah
Sakit Umum Kab.

Tangerang

Bangunan fisik dan

Gambaran kesesuaian dan

peralatan yang ketepatan jumlah , jenis,
L. Wawancara
dipersiapkan untuk dan kondisi sarana dan
Sarana dan ) mendalam Pedoinan
memenuhi hak prasarana yang
prasarana . dan check wawancara
pasien di Rumah direncanakan dan
> fist dokumen .
Sakit Umum Kab. dipersiapkan untuk
Tangerang memenuhi hak pasien
Tata cara yang
digunakan untuk .
, Ada atau tidak
mempersiapkan
metode/tatacara
pemenuhan hak Wawancara
) i sepertialur pelayanan ,
pasien saat menerima | mendalam,
. Protap, HBL, SPM,S0P,
pelayanan di Rumah | telaah Pedoman
Metode . Askep, SK Direktur,
Sakit Umum dokumer wawancara . .
Tatib, dif di unit—unit
Tanpgerang berupa dan check .
. pelayanan kesehatan di
peraturan internal RS | fist .
Rumah Sakit Umum
(HBL), protap, SK
4 Kabupaten Tangerang
direktur, SPM. SOP,
Askep, alur, Tatib, dil
Unsur Proses
Kegiatan yang
. Gambaran ada atau tidak
dilakukan secara
ada perencanaan yang,
berkala oleh unsur
. ) dilakukan untuk kesiapan
manajemen di RS Wawancara . .
iraplementasi dari elemen
Kab. Tangerang mendalam,
SDM, sarana/prasarana,
untuk upaya telaah Pedoman
Perencanaan . dana, dan tatacara oleh
persiapan dokumen wawancara )
] marajemen  di unit-unit
pertindungan hak dan check .
. ) pelayanan yang ada di
pasien dari clemen list
Rumah Sakit Umum Kab,
SDHM. dena,
Tangerang dalam upaya
sarana’prasarana dan .
melindungi hak pasien
metode
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Proses
pengelompokkan

tenaga yang ada

Ada atau tidak ada

A —— s e b s

untuk tugas, langgung | Wawancara organisasi yang
. jawab, dan wewenang | mendalam Pedoman dipersiapkan untuk upaya
Pengerganisasian )
dalam upays dan telaah wawancara | pemenuban hak pasien di
persiapan pemenuhan { dokumen Rumah Sakit Umum
hak pasien di Rumah Kab.Tangerang
Sakit Umum Kab.
Tangerang
Kegiatan yang
dilakukan sesuvai
dengan yang
direncanakan dari Ada atau tidak kegintan
Wawancara .
elemen yang dilakukan dari
Pelaksanaan mendalam I*edoman
. sarana/prasarana, clemen SDM ,sarana/
Kesiapan dan telaah wawancara
SDM, metode untuk prasarana, tatacara guna
dokumen
dapat memenuhi hak~ memenvhi hak pasicn
hak pasten di Rumah
Sakit Umum
Kab.Tangereng
Penyampaian fentang
hak pasicn dalam
Ada atau tidak sosialisasi
Undang-undang RS
Wawancara Undang-undang RS no 44
No. 44 pasal 52
e mendalam, tahun 2009 pasal 32
Sosialisasi secara berkala kepada
telaah Pedoman tentang hak pasien secara
seluruh tenaga
. dokumen wawancara | berkala dalam bentuk
Kebtjakan keschatan dan non
dan check rapat/pertemuan,
kesehatan yang
\ list pengumuman, surat
bertugas di Rumah
edaran, dil
Sakit Umum Kab.
Tangerang
Penilaian yang
dilakukan antara Wawancara
Gambaran sesuai atau
perencanaan kesiapan | mendalam Pedoman
Pengawasan _ | tidak pelaksanaan dengan
dan pelaksansan dan tclaah wawaniura
. perencanaan
kesiapan apakah dokumen
sudah sesuai
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Unsur Cutput

Tersedianya tenaga Siap : Sesuai standar dan
kesehatan dan non pedoman dan terpenuhi
kesehatan dalam hak-hak pasien
jurmlah, jenis, dan Kurang siap : Belum
sesuai dengan standar sesuai standar dan
Permenkes No. 340 pedoman, belum
tahun 2010, pedoman terpenuhi hek-hak pasien
kebutuhan tenaga , Hasil Tidak siap: tidak

Kesiapan Sumber | kepmenpan No, 73 wawancara menggunakan

Daya Manusia | tahun 2004dan mendalam Pencliti standar dan pedoman dan

pedoman penilaian dan telaah tidak terpenuhi hak- hak
tingkat kesehatan dokumen pasien

Rumah Sakit Umum’
Dirjen Bina
Pelayanan Medik
Depkes Ri tahun
2005 sehingga

efisiensi dan mutu

v mim—————lE

pelayanan terpenuhi
Tersedianya dana, Siap :Ada dana
investasi, dan dialokasikan, scluruh
operasional yang butir-butir hak pasien
dizlokasikan untuk terpenuhi
persiapan
pelaksanaan upaya Kurang siap : Belum ada
perlindungan hak Hasil dana yang
Kesiapan Dana | pasien di Rumah WAWAncara Pencliti dialokasikan,khuaus tidak
Sakit Umum mendalam semua hak —~hak pasien
Kabupaten Tangerang terpenuhi
Tidak siap : Tidak ada
dana dialokasikan,
seluruh butir-butir hak
pasien tiduk terpenuhi
Kesiapan Saana Tersedianya sarana Hasil - Siep : Keadaan dan
dan prasarana dalam pedoman Peneliti | kondisi sarana/prasarana
dan prasarana
jumlah, jenis, dan wavancara baik dzpat memenuhi hak

36

Universitas Indonesia

-

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010




kondisi di unit dan check pasien

pelayanan keschatan | fisf dokumen Kurang siap :

Rumah Sakit Umum Keadaan dan kondisi

Kabupaten Tangerang sarana/prasarang

sesuai dengen baik/tidak baik,memenuhi

pedoman beberapa hak pasien

penyelenggaraan Tidak siap : Keadaan dan

pelayznan di Rumah kondisi sarana /prasarana

Sakit Umum oleh tidak baik, tidakdapat

Dirjen Bina Yanmed mementhi hak pasien.

KemKes RI tahun

2008

Tersediznya tata cara Siap: tersedia metode,

yang dapat lengkap dan dapat

mengakomodir hak memenuhi hak pasien

pasien berupa Protap, Kurang siap :

S0P, SPM, Peraturan edomen Ada metode , tidak
Kesiapan Metode | internal Rumah Sakit GF Pencliti | lengkap/ belum

Umum (HBL) , alur

check list

memenuhi hak pasien

[——

—r———
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pasien,Tatib, dil di 5 iR Tidak siap : tidak tersedia
unit pelayanan di metode, hak pasien tidak
Rumah Sakit Umum terpenuhi
Kab. Tangerang
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BABIV
METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif
ini secara kontekstual digunakan untuk mengkaji lebih dalam dan lengkap tentang
kesiapan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang oleh seluruh tenaga, dana, sarana, prasarana, dan metode
yang ada untuk melaksanakan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang.
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Kab. Tangerang
difokuskan ke unit-unit pelayanan yang berhubungan lansung dengan pasien yaitu:
Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap, Instalasi
Kamar Bedah, dan Instalasi Perawatan Intensif (ICU). Wakt penelitian
dilaksanakan pada bulan Mei- Juni tahun 2010.
43 Imformasi Penelitian

Untuk dapat lebih memahami dan menentukan informan serta sumber
informasi yang diminta maka dilakukan penyusunan dalam tabel seperti tertera

dibawah ini.

Tabel 4.1 Informan dan Informasi yang diminta

Informasi yang diminta
P
e
Sosi | n
Pc
No alis | g
Informan S| ng | Sarana Peren | Pengor | Pelaksan
Sik | Dan Meto asi
cta dan canaa | ganisas aan
ap | a de i . Keb | w
M hu prasarana an ian Kesiapan |
jak | a
an
an | s
a
n
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Dircktur
Rumah
Sakit
Umum
Kab.

Tangerang

Wadir
Pelayanan
Medik
Rumah
Sakit
Umum
Kab.

Tangerang

Wadir
Pelayanan
dan
Penunjang
Rumah X X | X - X X X
Sakit
Umum
Kab.

Tangerang

Wadir
Administr
asi dan
Keuangan
Rumah X X | X X - X X
Sakit
Umum
Kab.

Tangerang

ek A——

wh

Wakil
Ketua
KMF
Rumakh
Sakit

Umum

>
Y
><
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Kab.

Tangerang

Kepala
Instalasi
HPI
(Hukum
Publikasi
daninform
ast)
Rumah
Sakit
Umum
Kab.

Tangerang

A ki ek T o —— e s d— ¥

Kepala
Bidang
Pelayanan
Medik
Rumah XX | X X X - X
Sakit
Umum
Kab.

Tangerang

Kepala
Bidang
Perawatan
Rumah
Sakit
Umum
Kab.

Tangerang

Kordinato
T

Pelavanan
Instalasi XX x x - X
Gawat
Darurat
Rumah
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Sakit
Umum
Kab.

Tangerang

10

Kepala
Instalasi
ICU
Rumah
Sakit
Umum
Kabupaten

Tangerang

Kepala
Instalasi
Kamar
Bedzh
Rumah Xl X | X X x - X
Sakit
Umum
Kabupaten
Tangerang

12

Kepala
Instalasi
Rawat
Inap
Rumah X X | X X X - X
Sakit
Umum
Kabupaten

Tangerang

13

Koordinal
or
Pelayanan
dan SDM
Instalusi
Rawat
Jalan

Rumah
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Sakit
Umum
Kabupaten

Tangerang

Ketua
Panitia
Kredensial
KMF

14 | Rumah X X | X - - X
Sakit
Umum

Kabupaten

Tangerang

4.4 Informan penelifian

Pemilthan informan dilakukan dengan metode purposive sampling vaitu
memilih subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yakni mereka yang
terkait dan memahami substansi yang sedang diteliti. Pemilihan informan ini
mengacu pada prinsip kesesuaian (appropriateness) dan kecukupan (adequacy)
(Kresno, 1999) dengan cara mencari informan kunci (key informan) yang
mengetahni secara mendalam dan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan
kebijakan yang sedang ditelizi. Selain itu, sumber informasi lain yang digunakan
adalah dokumen yang tersedia yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
Informan yang telah dipiiih dalam penelitian ini sejumlah empat belas orang yang
mempunyai latar belakang pendidikan yang hampir sama yaitu S1, S2, dan
spesialis, Usia informan antara 33 tahun sampai dengan 58 tahun dengan masa
kerja berkisar antara lima sampai 30 tahun yang dibedakan berdasarkan tingkat
pendidikan, umur, jenis kelamin, masa kerja, dan lama bekerja di jabatan.

Karakteristik informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.2 Karakteristik Informan

No. | Informan Umur Jenis Pendidikan Masa Lama di
(thn} | kelamin kerja jabatan
(thn) (thm)
I. | Informan 1 58 Pria dr. Spesialis 30 3
MARS
2. | Informan 2 47 Wanita dr. M.Kes 21 2
3. | Informan 3 48 Wanita dr. MARS 20
4. | Informan 4 50 Pria Apoteker 21 2
M.Kes
5. | Informan 5 46 Pria dr. Spesialis 20 6
6. | Informan 6 38 Pria dr. umum 5 2
7. | Informan 7 51 Pria drs. MARS 25 7
& | Informan & 50 Wanita dr. Sp.OK 21 3
9. | Informan 9 33 Pria dr. umum 5 2
10. | Informan 10 47 Pria dr. Spesialis 21 5
11. | Informan 11 53 Wanita dr. Spesialis 21 5
12, | Informan 12 48 Wanita | dr. Spesialis 21 2
13. | Informan 13 40 Warita | Bidan, M.Kes 16 2
14, | Informan 14 35 Pria dr. Spesialis, 29 3
MARS
4.5 Instrumen dan Cara Pengumpulan Data

Instrumen pada penelitian kualitatif adalah pencliti sendiri yang dibantu

dengan instrumen penelitian lain yaitu pedoman wawancara mendalam yang berisi

pertanyaan terbuka yang dilakukan dengan bantuan alat perckam dan alaf tulis.

Jenis dan cara pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

4.5.1 Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan wawancara mendalam (in depeh

- interview) yang dilakukan pada saat penelitian. Alat bantu pada penelitian ini

adalah instrumen pertanyaan didalam pedoman wawancara dan alat perekam

agar tidak ada pernyataan yang fupa dan catatan lapangan (field note ).
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4,5.2 Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan cara telaah dokumen kebijakan,
kemudian dilakukan observasi dimana peneliti ikut berpartisipasi yang
disebut participant observer. Dalam penelitian ini, telaah dokumen dilakukan
terhadap dokumen yang terkait dengan kebijakan perlindungan hak pasien.

4,6 Validitas Data

Validitas data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan

metode triangulasi (Kresno, 1999) yang meliputi 3 aspek, yaitu :

a. Triangulasi sumber dilakukan cross check data dengan fakta dari sumber lain
(informan) sehingga hasilnya dapat saling memperkuat atau tidak ada
kontradiksi satu dengan lainnya.

b. Triangulasi metode sclain menggunakan wawancara mendalam dengan informan
dilakukan telaah dokumen kebijakan.

¢. Triangulasi data/analisis dilakukan dengan cara:

1. Analisa data yang dilakukan peneliti serta meminta pendapat pakar yang
ada di Departemen AKK mengenai interpretasi data dengan maksud untuk
mendapatkan masukan/koreksi atas kesalahan serta untuk menghindari
subjektifitas dalam penyusunan matriks data penelitian.

2. Meminta umpan balik dari informan untuk alasan etik dan untuk
memperbaiki kualitas proposal, data, dan kesimpulan yang ditarik dan
untuk meminta saran dan informasi tambahan agar kualitas laporan lebih
baik

4.7 Pengolahan Data

Pengolahan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam

kemudian diolah dengan langkah sebagai berikut :

a. mengumpulkan dan menelaah semua data yang terkumpul dari sumber
informan.

b. menyusun dan menulis transkrip rekaman hasil wawancara mendalam segera
setelah selesai wawancara.

c. meringkas data dengan cara membuat rangkuman inti dan menjaga agar
pernyataan yang penting tetap berada didalamnya.

d. melakukan kategorisasi pada data yang memiliki karakteristik yang sama.
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e. ringkasan data disajikan dalam bentuk matriks untuk mempermudah analisis.

4.8 Analisis dan Penyajian Data

Setelah data diolah maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis
terhadap data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan
metode analisis isi (content analysis) dengan tujuan untuk menganalisis dan
mengidentifikasi sesuai dengan isi topik yang dibahas dari setiap hasil wawancara.
Hasil pengolahan data yvang telah diringkas kedalam bentuk matriks tadi diuraikan
dalam bentuk narasi untuk dilakukan konseptualisasi dan konfigurasi. Hasil
penelitian dibandingkan dengan teori yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka.
Hasil penelitian disusun dan disajikan dalam bentuk narasi (Kresno, 1999) sehingga
menjadi informasi untuk menggambarkan hasil yang diperoleh sehingga mudah

dimengerti.
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BABYV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setiap Rumah Sakit diwajibkan melaksanakan Undang — Undang Rumah
Sakit No. 44 tahun 2009 yang didalamnya ( pasal 32 ) tertuang tentang hak — hak
pasien yang harus dilindungi pada saat menerima pelayanan kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ingin melakukan suatu analisis tentang
kesiapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan
kebijakan dengan sumber daya yang ada.
5.1. Pelaksanaan Penclitian
Penelitian ini dimulai dengan kegiatan menyampaikan usulan kepada
Direktur Rumah Sakit Umum Kab. Tangerang dan meminta izin agar dapat
memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian tentang analisis kesiapan
implementasi  perlindungan hak pasien di Rumsh Sakit Umum
Kabupaten.Tangerang (berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit No, 44 tahun
2009) dimana peneliti akan memfokuskan penelitian di Instalasi Rawat Jalan,
Instalasi Gawat Darurat, [nstalasi Rawat Inap, Instalasi Kamar Bedah, dan Instalasi
Perawatan Intensif ( ICU ). Sebelum penelitian dilaksanakan, surat permohonan
izin pengambilan data dan wawancara dari Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia di sampaikan dan diproses untuk  memperoleh izin resmi
dari direktur Rumah Sakit Umum Kab. Tangerang. Seluruh proses penelitian
dilakukan selama 2 bulan Mei-Juni tahun 2010. Pengambilan data sekunder di unit-
unit pelayanan kesehatan dilaksanakan pada bulan Mei 2010 dan dilanjutkan
dengan wawancara mendalam dengan 14 orang informan yang telah ditentukan
yaitu; manajemen RS, para Wadir, para Kepala Bidang, pengurus KMF, dan para
kepala Instalasi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Kab. Tangerang. Wawancara
mendalam dilakukan dengan menetapkan tanggal, waktu, tempat, dan jam
wawancara kepada seluruh informan. Proses pengolahan data dilaksanakan pada
bulan Juni 2010 bersamaan dengan telaah dokumen dan pengumpulan data

sekunder tambahan jika masih diperlukan.
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5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menghadapi keterbatasan karena peneliti
mengenal semua informan dar mempunyai keterikatan dalam hubungan pekerjaan
dengan inforian yang di wawancarai sehingga beberapa informan cenderung tidak
terbuka pada saat di wawancarai. Akibatnya, ada kemungkinan informasi yang
diperoleh kurang valid dan bias. Untuk menghindari hasil wawancara yang kurang
valid dan bias, sebelum wawancara, peneliti telah melakukan langkah-langkah yang
sestal dengan pedoman wawancara dan menyampaikan kepada informan bahwa
penelitian ini adalah penelitian ilmiah dan untuk kepeatingan tugas akhir dalam
pendidikan.

5.3 Proses Penelitian

Penclitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Setelah data
sekunder dan data primer terkumpul, agar dapat diperoleh data yang valid, maka
peneliti melakukan triangulasi sumber, triangulast metode, dan triangulasi
analisis/data.

5.4 Hasil Penclitian dan Pembahasan

Datam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 32, ada
delapan belas butir hak pasien yang wajib dilaksanakan di Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang yang dalam hal ini bertindak sebagai pemberi pelayanan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan rumah sakit dalam memenuhi
deiapan belas butir hak pasien yang dilakukan dengan pendekatan sistim
administrasi kesehatan dimana unsur dari sistem adalah unsur inpus, process, dan
output, Jika sistim sebagai upaya untuk menghasilkan pelayanan kesehatan maka
unsur input yang terdapat dalam elemen adalah tenaga, dana, sarana/prasarana, dan
metode (Azwar,1996 ) yang diproses dengan perangkat administrasi yang terdiri
dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, Penelitian
difokuskan di lima unit pelayanan kesehatan yaitu Instalasi Rawat Jalan, Rawat
Inap, Gawat Darurat, Perawatan Intensif, dan Kamar Bedah dimana unit-unit
pelayanan ini merupakan tempat bagi tenaga medis dan keperawatan dapat
berhadapan langsung dengan pasien. Instalasi Rawat Jalan dan Gawat Darurat
merupakan pintu masuk pasien ke rumah sakit dan di lima unit pelayanan ini semua

butir-butir hak pasien dapat diakomodir.
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5.4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan Unsur Input

a. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia dan sistem merupakan faktor yang sangat
menentukan dan memegang peranan sangat penting pada saat memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan sangat bergantung pada individual actor dan
sistim yang dipakai {Toha, 1993). Dalam wawancara dengan beberapa informan
dalam upaya memenuhi hak pasien di Rumah Sakit Umum Kab., Tangerang
dimana jumiah, jenis, dan kompetensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan.
Dari empat belas informan yang diwawancarai dari elemen sumber daya manusia,
sembilan informan menjelaskan bahwa jumlah, jenis, dan kompetensi tenaga medis
sudah cukup memadai untuk memenuhi butir-butir hak pasien seperti pernyataan
informan berikut:
“Jumiah dokter umum dan spesialis sudah cukup memadai baik dari jenis dan
kompetensinya’(1,2,3,4,i3)
“kalau tenaga medis hampir mememihii standar tetapi untuk cfisiensi dan mutu
pelayanan  harus ada indikatornya namun informed consent dan kerahasiaon
medis sudah "(6,7.8,9)
Lima dari informan yang diwawancarai tentang SDM mengatakan bahwa jumlah,
jenis, dan kompetensi tenaga medis yang ada secara umum cukup, hanya ada
beberapa SMF tenaga masih kurang seperti SMF Penyakit Dalam dan tenaga
spesialis Anastesi sub spesialis ICU dan kegawatdaruratan yang dibutuhkan untuk
ditempatkan di ICU dan IGD seperti pernyataan informan berikut ini:
“jumlah dokter saya rasa sudah cwkup, hanya ada spesialis yang masih kurang
yakni penyakit Dalam dan spesialis Anastesi yang ahli Kegawat daruratan dan
khusus ICU kita butuh itu untuk di tempatkan di ICU dan IGD. Kalau masalah hak
pasien yang sudah selalu dikerjakan ya informed consent dan status pasien tidak
boleh dibenva, itu kan rahasia tetapi patient safety belum memadai (5,10,12,11dan
14).
Dari tujuh informan yang diwawancarai tentang jumiah dan kompetensi tenaga
perawat menyatakan bahwa jumlah perawat masih kurang terutama di Rawat Inap,
ICU ,IGD, dan tepaga perawat telah diusulkan untuk ditempatkan , diberikan secara

bertahap. Untuk ICU dibutuhkan satu tenaga perawat setiap satu tempat tidur tanpa
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ventilator dan dua fenaga perawat untuk satu tempat tidur dengan ventilator.
Kompetensi ienaga keperawatan sudah memadai karena pelatihan diadakan secara
bertahap baik untuk tenaga perawatan di ICU, IGD, dan Rawat Inap seperti yang
dinyatakan informan berikut ini:

“jumlah tenaga perawat memang masih kurang. Kita sudah minta diberikan tetapi
tidak sekaligus bertahap, kalau di ICU tenaga perawat masih kurang. Seharusnya
kalau di ICU, tenaga perawat satu tempat tidur satu perawat tanpa ventilator dan
dua orang perawat satu tempat tidur dengan ventilator. Tentang kompetensi sudah
memadai, selalu diadakan pelatihan bertahap untuk seluruh tenuga terutama rawat
inap, ICU, dan IGD. Saat ini 96% perawat ICU telah mengikuti berbagai pelatihan
dan 84% mahir [CU sedang perawat IGD sudah 86% yang mengikuti pelatihan
PPGD" (2,4,8,9,10, 111\

Ada 3 informan yang menyatakan bahwa jumlah tenaga perawat sudah cukup dan
mendekati standar terutama untuk tenaga perawat di Instalasi Rawat Jalan seperti
pernyataan informan berikut ini:

“ Jumlah perawal sudah memenuhi standar. Di Rawat Jalan, jumlah tenaga

perawal cukup, kompetensi dan pengalaman kerja cukup karena kebanyakan
tenaga perawat polikiinik sebelumnya sudah menjadi kepala ruangan di Rawat
Inap dan pindah ke Rawat Jalan karena usianya bertambah oleh karena itu tidak
dapat disiapkan untuk tugas jaga malam(2,7,13)
Tiga informan mengatakan bahwa jumlah perawat masih kurang. Ada yang sudah
cukup memadai. Tentang patient safety dibidang perawatan sudah mulai
disosialisasikan. Untuk informed consent dan kerahasiaan penyakit pasien sudah
menjadi rutinitas terutama untuk tindakan-tindakan operasi. Berikut ini pernyataan
informan:

“tenaga perawat yang kurang terutama di Rawat Inap, tetapi di Rawat Jalan
cukup. Tentang patient safety sudah dimulai dan baru-baru ini disosialisasikan,
Informed consent dan rahasia penyakit sudah dilakukan’'(3,5.12,)

Dari hasil wawancara dengan informan tentang Sumber Daya Manusia dilihat dari
jumiah, jenis, dan kompetensi dilakukan triangulasi sumber yaitu cross check
sumber data dan fakta dengan sumber yang lain dan triangulasi metode dengan

membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yaitu data jumlah, jenis,
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dan kompetensi tenaga medis dan keperawatan yang ada dibidang pelayanan,
instalasi-instalasi, dan diklat. Berikut ini akan disajikan tabel jumlah dan jenis
ketenagaan di Rumnah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang akan dibandingkan
dengan kriteria tenaga minimal untuk Rumah Sakit Kelas B sesuai dengan standar
Permenkes No. 340 tahun 2010 tentang klasifikasi rumah sakit dan standar
kebutuhan tenaga untuk Rumah Sakit berdasarkan Kepmenpan No. 75 tahun 2004.

Tabel 5.1 Perbandingan Jumlah dan Jenis Tenaga Medis dan Keperawatan Rumah

Sakit Umum Kab. Tangerang dengan Standar Permenkes No. 340

e e  mi— —

Tahun 2010
KRITERIA Rumah
_ Standar Sakit
Minimal RS Umum Keterangan
Jumlah dan jenis Tenaga Medis Kelas B Kabupaten
Tangerang
A. Pelayanan Medik Dasar
Dr. Umum 12 33
Dr. Gigi 3 5
B.4 Pelayanan Medik Spesialis Dasar
1. Penyakit Dalam 3 5
2. Keschatan Anak 3 8
3. Bedah 3 3
4. Obsebstri & Ginekologi 3 7
C. 12 Pelayanan Medik Spesialis lain
1. Mata 2
2, Telinga Hidung Tenggorokan Masing - 4
3. Syaraf masing 1 4
4. Jantung dan Pembuluby Darah tenaga 3
5. Kuljt dan Kelamin dokter 3
6. Kedokteran Jiwa spesialis 2
7. Paru (8dari 12 2
8. Orthopedi pelayanan
spesialis
lain)
9. Uroiogi 4
10. Bedah Syaraf 1
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11. Bedah Plastik

12. Kedokteran Forenstk

D. Pelayanan Spesialis Penunjang Masing-
Medik masing 2
1. Radiologi dokter 3
2. Patalogi Klinik spesialis 2
3. Anestesiologi dari 4 5
2. Rehabilitasi Medik spesialis 1
penunjang I
5. Patelogi Anatomi medik )
Bedah : 4
E. 13 Pelayanan Medgik Subspesialis Masing — tenaga
masing 1 subspesialis
1. Bedah P~ |
subspesialis
2. Penyakit dalam ( 2l:ii 4 Fenyacy
B Dalam
3. Anak sul;sa;apeil:hs Anak
4. Obgyn Obgyn
belum ada
5. Mata dokier
subspesialis
6. Telinga Hidung Tenggorokan
7. Syaraf
8, Jantung dan Pembuluh Darah
9. Kulit dan Kelamin
10. Jiwa
1. Paru
12. Orthopedi
13. Gigi Mulut
F. Pelayanan Medik Spesialis Gipi Masing -
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Mulut masing 1
1. Bedzh Muiut dokter gigi 2
spesialis 1
2. Konservasi/Endodonsi {3 dari 7
3. Orihodonti spestalis ) 1
4, Periodonti |
5. Prosthodonti 1
6. Pedodonsi _
7. Penyakit Mulut -
G. Keperawatan ( perawat dan bidan ) 1:1 1:6 I:1 artinya 1 perawat
ITempat Tidur

Tabel 3.2 Perbandingan Jumlah Tenaga Rumah Sakii Umum Kab. Tangerang
dengan Standar Kebutuhan Tenaga Rumah Sakit Umum (Berdasarkan

Kepmenpan No. 75 Tahun 2004)

Standar Rumah
) Rumah Sakit Umum
Jumlah dan Jenis Tenaga Sakit Umum
Kab. Tangerang
Kelas B

Dokter /drg spesialis 36 74
Dokier Umum il 33
Dokter Gigi 3 5
Keperawatan { Perawat dan Bidan ) 200 361
Kefarmasian 12 26
Kesehatan Masyarakat 3 12
Gizi 12 7
Keterapian Fisik 15 6
Keteknisan Medis 23 32
Non Tenaga Kesehatan 282 341

Total 585 897

Jika dilihat jumlah tenaga dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan tenaga
fainnya yang ada di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dibandingkan

dengan standar kebutuhan tenaga di Rumah Sakit Umum yang ditetapkan didalam
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Kepmenpan No, 75 tahun 2004, jumlah tenaga medis yang ada sudah melebihi
standar minimal kebutuhan, hanya ada beberapa tenaga yang belum sesuai. Hal ini
dapat dipahami disebabkan perhitungan kebutuhan tenaga untuk rumah sakit kelas
B non pendidikan dilakukan secara global dan perhitungan yang dilakukan
berdasarkan beban kerja bukan berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah kunjungan,
jumiah unit pelayanan kesechatan yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota
Tangerang serta kebijakan pemerintah bagi peserta Jamkesmas dilayani di rumah
sakit pemerintah. Jika keadaan ketenagaan yang ada di Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan
Kepmenkes No. 340 tahun 2010, jumlah dan jenis tenaga medis (dokter dan dokter
gigi) secara umum sudah memenuhi kriteria. Hanya satu kriteria yang belum
terpenuhi, vaitu masing-masing satu tenaga sub spesialis {dua dari sub spesialis
dasar), sementara tenaga yang tersedia saat ini hanya sub spesialis Bedah.

Untuk tenaga medis di Instalasi Rawat Inap, standar minimal kebutuhan
tenaga yang ditetapkan berdasarkan Kepmenpan No. 75 tahun 2004 adalah satu
dokter/10TT dan tiga dokter gigi/RS. Jika dilihat dari tabel diatas, untuk tenaga
medis(dr/drg) di Instalasi Rawat Inap sudah sesuai dengan kebutuhan yang
ditetapkan. Untuk tenaga perawatan (bidan dan perawat), dilihat dari pedoman
perhitungan kebutuhan tenaga dalam Kepmenpan No. 75 tahun 2004, ditetapkan
dua perawat/TT. Berdasarkan Kepmenkes No. 340 tahun 2010, kriteria minimal
perbandingan tenaga perawat dan tempat tidur adalah satu perawat/TT. Pada tabel
dibawah ini dapat dilihat perbandingan jumiah perawat dan jumiah tempat tidur
berdasarkan standar minimal yang ditetapkan dalam Permenkes No. 340 tahun
2010 dan Kepmenpan No. 75 tahun 2004 di Rumah Sakit Umum Kabupaten

Tangerang
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Tabel 5.3 Perbandingan Jumlah Dokter,Perawat, TT dengan Standar Permenkes dan

Kepmenpan di Rumah Sakit Umum Kab.Tangerang Tahun 2010

Jumlah Nilai Standar
Rata-
N Unit Jaga/ Hari Tempat rata Permenkes Kep Menpan
[V}
Pelayanan Dokter Tidur No.340 Tahun | No 75 tahun
Perawat Os/
v . 2010 2004
) {3 shifl) Hari
shift)
1 Rawat Jalan 27 35 - 489 3drg /RS
2 1GD 5 22 21 67 1 perawat/TT 1dr/10TT
3 Rawat Inap 38 205 423 302 2 perawat/TT
4 icu 3 27 9 7
5 Kamar Bedzh 14 26 11 14

Sumber data : Instalasi Ranap dan Bidang Perawatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang

Dilihat pada tabel 5.3 dan tabel 5.4 dan dihitung sccara keseluruhan, jumlah
tenaga keperawatan sudah melampaui kebutuhan minima! yang ditetapkan, tetapi
jika dilihat dari perbandingan tempat tidur dan perawat di Unit Rawat Inap dan ICU
belum memenuhi standar yang ditetapkan (hasil 1:6 ). Demikian juga dengan
kriteria minimal yang ditetapkan pada Kepmenkes No. 340 tahun 2010 yaitu satu
perawat/TT hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sebahagian besar
informan. Kompetensi tenaga medis dan perawat merupakan hal yang penting agar
pasien dapat memperoleh pelayanan yang bermutu kompetensi/keahlian dapat
diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman kerja disamping pendidikan formil
karena tenaga medis dan keperawatan adalah tenaga yang terlibat langsung dalam
pelayanan terhadap pasien. Jumliah tenaga dan jenis pelatihan serta komposisi

pendidikan dapat dilihat pada dua tabel dibawah ini:

Tabel 5.4 Komposisi Pendidikan Tenaga Keperawatan di Unit Rawat Inap Rumah
Sakit Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2010

No. Pendidikan Jumlah %
1 Sl Keﬁérawatan 14 4%
2 DIl Keperawatan 255 81%
3 DII Kebidanan 45 14%
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i
r

SPK

2

1%

Jumlah

316

100%

Sumber data : Bidang perawatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang

Tabel 5.5 Jumlah Tenaga Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang

Mengikuti Pelatihan Tahun 2009

Jumlah yang
. Persentase
NO Jenis Tenaga mengikuti Total Tenaga %
pelatihan ’
1 | Medis 50 74 68%
2 | Para Medis 90 316 28%
3 { Non Medis 76 341 22%
Jumlah 216 731 29.5%

Sumber Data : Laporan Tahunan Seksi Dikiat dan Litbang Rumnah Sakit Umum Kab. Tangerang

Dilihat dari dua tabel diatas, 81% tenaga perawat memiliki dasar pendidikan
DIII. Sejak Januari-Desember 2009, sebanyak 30% tenaga keperawatan dan 68%
tenaga medis mengikuti pelatihan. Dari hasil data di crosscheck sesuai dengan hasil
wawancara dengan informan 2,4,8,9.10,11, dan 12 yang mengatakan kompetensi
tenaga medis dan keperawatan cukup memadai. Pada butir ¢ pasal 32 Undang-
Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 disebutkan pasien berhak memperoleh
pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan
materi. Hak pasien dalam butir ini dipengaruhi oleh elemen SDM. Dalam hal ini,
jumlah tenaga medis dan perawat dapat dinilai dengan melakukan perbandingan
jumlah dokter dan perawat yang melayani perhari. Jumlah kunjungan pasien serta
angka BOR, LOS, BTO, dan TOI di Instalasi Rawat Inap IGD dan Rawat Jalan
didasarkan pada Pedoman Penyusunan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Rumah
Sakit Umum. Pada tabel dibawah ini dapat terlihat nilai bobot dan hasil yang
diperoleh berdasarkan data dari Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat

Darurat Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
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Tabel 5.6 Indikator Efisiensi Pelayanan dengan Hasil yang Diperoleh di Unit
Pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2010

) Bobot Nilai
No Indikator Nilai Haper Riil
Efisiensi Pelayanan
1 Rasio Pasien Rawat Jalan dengan 1 15-24 0,50
Dokter
5 Rasto Pasien Rawat Jalan dengan 1 <15 0,25
Perawat
3 Rasio Pasien Gawat Darurat dengan i 13-20 0,25
Dokter
4 Rasio Pasien Gawat Darurat dengan i >10 0,50
Perawat
5 Rasio Pasien Rawat Inap dengan 1 <15 0,25
Dokter
6 Rasio Pasien Rawat Inap dengan 1 1-6 1,00
Perawat
7 | BOR 2 70-85% 2,00
§ |LOS 2 Sy, 1,59
9 | BTO 2 =70 4 0,50
0 | Tol 2 <1 1,90
Total 14 7,75

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh total skor 7,75.

Adapun penilaian efisiensi pelayanan dikategorikan sebagai berikut :

Efisten : apabila total skor = 14

Kurang efisien : apabila 7<total skor<14

Tidak efisien : apabila total skor <7

Dari hasi perhitungan efisiensi pelayanan di Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap

dengan total skor 7,75 dinilai masih kurang efisien.

Indikator efisiensi pelayanan di Instalasi Rawat Inap juga dapat dinilai
dengan angka penggunaan tempat tidur (BOR), rata-rata perawatan (LOS),
frekueensi pemakaian tempat tidur (BTO), dan interval pemakaian tempat tidur
(TOI). Berdasarkan data yang diperoleh dari Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang bulan Mei tahun 2010. diperoleh angka BOR
78,87%, angka standar BOR 60-85%, LOS 4,1, hari angka standar LOS 4-7 hart,
angka BTO 90, 12 kali, angka standar BTO 40-50 kali, dan angka TOI 0,86 hari
dimana angka standar TOI -3 hari. Angka BTO dan TOI yang diperoleh hasilnya
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tidak sesuai dengan nilai standar. Hal ini menunjukkan masih kurang efisiennya
pelayanan di Instalasi Rawat Inap yang dapat disebabkan oleh jumlah tenaga
perawat , sarana, dan prasarana yang tersedia masih kurang.

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan, jika di-cross check dengan
data sekunder tentang jumlah, jenis, dan kompetensi, maka dapat diperoleh hasil
bahwa jumlah tenaga keperawatan masih kurang khususnya di Rawat Inap, ICU,
dan IGD. Apabila dibandingkan dengan nilai standar yang ditetapkan, dapat
disimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang masih kurang siap.
Kompetensi tenaga medis dan keperawatan antara sumber data dari diklat Rumah
Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan hasil wawancara dengan informan
didapati sesuai, demikian pula bila dibandingkan antara informan yang satu dengan
informan lain. |

Didalam butir d tentang hak pasien Undang-Undang Rumah Sakit No. 44
tahun 2009 pasal 32 discbutkan “setiap pasien berhak memperoleh layanan
kesehatan yang bermutu”. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada
pasien dibutuhkan SDM yang bermutu yang memiliki pengetahuan dan keahlian
(kompetensi) sesuai dengan standar pelayanan medik (SPM) dan standar prosedur
operasional (SOP). Pada butir ini faktor yang mempengaruhi adalah elemen SDM
dan metode. Konsep pelayanan medis yang bermutu dapat diartikan sebagai
pelayanan medis yang baik. Konsep pelayanan medis yang baik berdasarkan atas
unsur-unsur tertentu seperti yang dikemukakan oleh Avedis Donabedian, dari
pendapat Lee dan Jones, 1993 (Wijono 1999). Menurutnya, pelayanan medis yang
baik adalah praktek kedokteran (pengobatan} yang rasional yang berdasarkan ilmu
pengetahuan. Pelayanan medis yang baik mengkoordinasikan semua jenis
pelayanan kesehatan berdasarkan pedoman penyusunan penilaian tingkat kesehatan
rumah sakit, Penilaian kinerja mutu pelayanan dapat dinilai dengan indikator
sebagai berikut: emergency response time rate, angka kematian di Gawat Darurat,
angka kematian >48 jam, angka pasien Rawatl Inap yang dirujuk, post operative
death rate, angka infeksi nosokomial, kecepatan pelayanan resep obat jadi, dan
waktu tunggu sebelum operasi. (Dirjen Yanmed, 2005). Hasil perhitungan kinerja
mutu pelayanan berdasarkan data yang diperoleh dari Instalasi Rawat Inap, Kamar
Bedah, dan IGD disajikan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 5.7. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Hasil yang Diperoleh di Unit

Pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2010 (
Berdasarkan Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Rumah Sakit

Umum Tahun 2005 )

No. | Indikator Bobot Nilai | Haper | Nilai Riil

A Mutu Pelayanan

1 Emergency response time rate 3 8-15 2,00
12 Angka kematian di gawat darurat 3 <5% { 3,00

3 Angka kematian > 48 Jam 3 2540 | 2,00

4 Angka Pasien RI yang dirujuk 3 8-10% | 1,00

5 Post Operative Death Rate 3 <2% 3,00

] Angka inveksi nosokomial 3 <2% 3,00

7 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 3 31-60 | 1,00

8 Waktu tunggu sebelum operasi 3 >Shr 0,00

Total 24 15

Sumber data : iGD, Rawat Inap. Kamar Bedah, Instalasi Farmasi

Adapun penilaian mutu pelayanan dikategorikan sbb :
Baik : apabila jumlah skor = 24

Kurang baik : apabila 12<skor<24

Tidak baik : apabila skor <12

Pada unit pelayanan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang diperoleh
hasil total skor lima belas. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan mutu
pelayanan yang masih kurang baik. Waktu tunggu sebelum operasi di Kamar
Bedah adalah 10 hari, nilai standar waktu tunggu yang ditetapkan <2 hari
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Permenkes No. 129 tahun
2008) dan penilaian waktu tunggu operast berdasarkan bobot yaitu <24 jam dengan
bobot 3,00 (nilai bobot tertinggi) (Dirjen Yanmed, 2005). Hal ini dipengaruhi oleh
kapasitas kamar bedah yang kurang, ruang Rawat Inap, dan ruang ICU yang selalu
penuh serta koordinasi antara SMF/kinerja tim yang belum memadai. Upaya yang
dilakukan oleh manajemen saat ini mempersiapkan prasarana dan sarana Bedah
Minor di Instalasi Rawat Jalan, menambah ruang Rawat Inap dan tempat pasien

post operasi dirawat serta melakukan rapat koordinasi dengan unit- unit lain
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b. Sikap

Sikap adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh setiap orang terhadap orang lain.
Oleh karena itu, sikap dipengaruhi oleh elemen sumber daya manusia. Dari empat
belas informan yang diwawancara tentang bagaimana pendapat dan sikap mereka
dengan adanya kebijakan yang ditetapkan pemerintah didalam Undang-Undang
Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 32 tentang delapan belas butir hak pasien
yang wajib dipenuhi saat pasien menerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang, hampir seluruh informan terutama manajemen
rumah sakit umum setuju dan menyambut positif serta mendukung adanya
kebijakan ini karena pasien harus memperoleh haknya pada saat menerima
pelayanan kesehatan. Posisi pasien sebagai penerima pelayanan akan menjadi sama
kedudukannya dengan pemberi pelayanan dengan adanya undang-undang rumah
sakit yang berisikan pasal tentang hak pasien ini seperti pernyataan penting dari
informan berikut ini:

“Saya setuju adanya undeng-undang ini, ada 18 butir tentang hak pasien. Ya
dengan adanya undang-undang ini, kedudukan pasien menjadi terangkat dan
hampir sama dengan rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan. Yang
sebelnnya, kalau wndang-undang tidak dibuat, pasien sebagai penerima
pelayanan posisinyu lebih rendal/lemah daripada si pemberi layanan yaitu rumah
sakit, tetapi dengan adanya undang-undang ini khususnya pasal tentang hak pasien
kedudukan  pasien menjadi sama dengan  pemberi layanan, saya
setuju"(1,,3,4,5,6,7)

“sebenarnya undang-undang  ini tidak hanya melindungi pasien, tetapi
menurul saya juga untuk melindungi petugas, jadi dua-duanya terlindungi. Saya
setuju dan mendukung *'(2)

Walaupun sebagian besar informan baru mengetahui adanya undang-undang
rumah sakit ini khususnya tentang hak pasien, tetapi pada umumnya mereka
mendukung adanya kebijakan ini. Scbelumnya, undang-undang yang memuat
tentang hak pasien, salah satunya yaitu Undang-Undang.Praktek Kedokteran No. 29
tahun 2004 yang berisi lima butir hak pasien, hanya ada beberapa informan yang
mengetahuinya dan perlu disiapkan karena tuntutan pasien ke media cetak dan

elektronik semakin marak terjadi seperti pernyataan informan berikut ini:
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“ saya baru fahu tentang ini. Sebelumnya saya tidak 1ahu tapi saya setuju.

Yang lama dulu ada. Saya rasa hak pasien sudah selayaknya dilindungi. Ya, nanti
saya sampaikan pada saat rapal. Kebetulan ini mau rapat. Sebenarnya ini lebih
kepada kesediaan kita selalu memberikan informasi kepada pasien tentang apapun
yang ingin diketahuinya dari kita" (9}

“kita semua setufu dan mendukung apalagi akhir-akhir ini semakin marak
terjadi kasus komplain pasien ke media cetak dan TV, supaya kita terlindungi
Jjuga”(8,10,11.12.13.14)

Sikap dan respon yang positif dari semua informan terhadap adanya kebijakan
perlindungan hak pasien dalam Undang-undang Rumah Sakit Umum No. 44 tahun
2009 menunjukkan suatu awal yang baik terutama dari pihak manajemen sebagai
pembuat kebijakan, yang apabila ditindaklanjuti dengan membuat peraturan
internal rumah sakit (Hospital By Law) yang mefokuskan pada pemenuhan dan
perlindungan hak pasien, akan menimbulkan dampak positif terhadap pasien.
Menurut beberapa teori sebuah sikap merupakan keadaan siap mental yang
dipelajari dan diorganisasikan menurut pengalaman dan menyebabkan timbulnya
pengaruh khusus atas reaksi seseorang terhadap orang-orang dan objek—objek.
Menurut Sarwono, sikap tidak sama dengan perilaku dan perilaku tidak selalu
mencerminkan sikap seseorang sebab seringkali terjadi seseorang bertindak
bertentangan dengan sikapnya. Sikap dapat berubah dengan tambahan suatu objek,
melalui persuasi, panutan dari seseorang atau tekanan dari kelompok sosial
(Sarwono,2003). Sikap selalu dikaitkan dengan perilaku (Azwar,1996), Hal senada
dikemukakan oleh Winardi bahwa sikap adalah determinan perilaku
{Winardi,2004). Sikap yang positif dan pemyataan setuju dengan adanya undang-
undang rumah sakit khususnya tentang hak pasien dari seluruh informan terutama
manajemen rumah sakit umum seyogianya ditindaklanjuti dengan tindakan konkrit
vang akan membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan,
sostalisasi kebijakan Undang-undang Rumah Sakit Umum No. 44 khususnya
tentang hak pasien dan pengawasan dari elemen yang mempengaruhi yaitu SDM,
dana, sarana, dan metode sehingga Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
dalam waktu dekat akan siap melaksanakan kebijakan yang dapat melindungi hak

pasien.
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¢, Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang
melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar
pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Menurut Sulasumantri (1998
dalam Pinem, 2007) sumber pengetahuan ada dua yaitu secara rasional dimana
pengetahuan diperoleh manusia melalui kemampuan berpikir rasionalnya dan
secara empiris dimana pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman konkrit
yang dapat berasal dari media massa, mengikuti seminar maupun penyuluhan-
penyuluhan baik secara formal ataupun informal. Dari empat belas informan yang
diwawancarai, empat informan mengatakan sudah tahu ada undang-undang rumah
sakit umum yang berisikan tentang hak-hak pasien yang wajib diberikan pada saat
pasien menerima pelayanan, tetapi belum memahami isinya karena belum dibaca.
Berikut pernyvataan informan:

“ pernah dengar tetapi belum dipahami karena belum dibaca “(1,2,3,4)

Informan lain yang diwawancara mengatakan baru mengetahuinya dan belum
pernah dengar tentang butir-butir hak pasien dalam Undang-Undang Rumah Sakit
Umum No. 44 tahun 2009. Berikut petikan wawancaranya:

“belum tahu, baru dengar, sepertinya belum pernah
disosialisasikan”(9,10,11,12)

Beberapa informan lain mengatakan bahwa sudah pernah dengar tentang hak
pasien melalui Undang-undang yang sebelumnya (undang-undang pradok), tetapi
hanya sepintas dan tidak memahami seluruh butir-butir yang tertera didalam
pelayanan yang selama ini dilakukan dan tanpa disadari dapat mengakomodir
beberapa butir hak-hak pasien.

“ pernah dengar karena hak pasien ada juga dalam undang-undang yang
lama, tapi belwm paham sebenarnya kegiatan yang dilakukan selama ini dalam
rangka pelayanan kepada pasien, akhirnya tanpa disadari telah memenuhi
beberapa butir-butir hak pasien”(3,6,7,8,13,14)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, pada umumnya informan
belum paham undang-undang rumah sakit yang berisikan tentang hak pasien.
Dikatakan bahwa seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan hasilnya dapat

memenuhi beberapa butir hak pasien dan bukan karena pemahaman akan Undang-
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Undang Rumah Sakit. Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Osnita(2000);

Dja’afara(2000); Elasari dan Noor(2004), fakfor yang berhubugan secara bermakna
dengan kepatuhan petugas terhadap standar adalah pengetahuan, Kegiatan yang
dilakukan tanpa pemahaman akan menghasilkan pelayanan yang kurang bermutu
dan kurang efisien dan tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak
pasien seperti tertuang dalam Undang-undang Rumah Sakit Umum no 44 tahun
2009 hak pasien akan sulit terpenuhi.

d. Dana

Dana merupakan elemen yang tidak kalah pertingnya dan sangat dibutuhkan
untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Brantas,2009). Tujuan yang diinginkan
dalam penilitian ini adalah kesiapan rumah sakit dart elemen SDM, sarana/prasara,
dan metode terutama dana untuk memenuhi hak pasien. Dana adalah biaya
kesehatan yang harus disediakan untuk menyelenggarakan berbagai upaya
kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh perorangan, keluarga, dan kelompok
masyarakat (Azwar.1996). Lebih jauh dikatakan bahwa keberhasilan suatu
organisasi dalam mencapai fujuan juga tergantung pada tersedia atau tidaknya
anggaran yang memadai sesuai kebutuhan (Siagian, 1989).

Dalam wawancara dengan dua belas informan yang ditanyakan tentang dana,
dikatakan sumber dana di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang berasal dari
pendapatan rumah sakit dan bantvan Pemda Kabupaten dan Kota. Pendapatan
rumah sakit digunakan untuk biaya operasional, belanja pegawal TKK,
pembangunan fisik, dan pembelian peralatan rumah sakit umum. Bantuan Pemda
Kota digunakan untuk pembangunan fisik dan pembelian peralatan. Oleh karena
Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sudah menjadi BLLJ, maka penggunaan
dana pendapatan rumah sakit umum lebih fleksibel namun pertanggungjawaban
penggunaannya tetap mendapat pengawasan. Dana yang tersedia saat ini belum
cukup untuk memenuhi seluruh butir hak pasien. Dana vang tersedia dialokasikan
dan digunakan untuk seluruh kegiatan di rumah sakit dan secara tidak langsung
dapat memenuh beberapai butir—butir hak pasien seperti: penambahan
pembangunan sarana fisik/gedung rawat inap, rekruitmen tenaga kontrak rumah
sakit, pelatihan SDM, pembiayaan pendidikan SDM, penyediaan sarana komplain

pasien (HPI), penyediaan kotak saran diunit-unit pelayanan kesehatan, pelatihan
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kinerja, program ESQ, dll. Dana belum difokuskan untuk pemenuhan hak pasien.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan:

“dana khusus untuk pemenuhan hak pasien tidak dialokasikan, tetapi secara
tidak langsung dana investasi dan operasional yang dianggarkan setiap tahun dapat
secara bertahap memenuhi beberapa butir hak pasien rumah sakit kita. Sesudah
BLU maka akan lebih fleksibel penggunaanya, tapi tetap dapat pengaewasan dan
pendapatan rumah sakit digunakan untuk biaya operasional, belanja pegawai TKK,
dan pembangunan fisik rumah sakit'(1,4,7,8)

“sumber dana di rumah sakit ini ada dari pendapatan rumah sakit dan dari
bantuan Pemda Kota biasanya untuk pembangunan fisik rumah sakit yang dilihat
di subbag perencanaan rumah sakit ”(4)

Informan lain mengatakan bahwa setiap tahun disusun Rencana Bisnis
Anggaran (RBA), tetapi belum seluruhnya angpgaran dapat dipenuhi sesuai
perencanaan melainkan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Jika dana masih
kurang maka kekurangannya dapat dipenuhi melaui ABT (Anggaran Belanja
Tambahan ), tetapi ABT tidak setiap tahun anggaran tersedia dan didalam dana
yang dianggarkan, jika telah direalisasikan, hasilnya dapat mengakomodir
beberapa butir-butir hak pasien. Berikut hasil wawancaranya dengan beberapa
informan:

“Dana yang diusulkan didalam RBA jika diberikan dan direalisasikan,
secara tidak langsung dapat mengakomodir hak pasien, tetapi dana yang diusulkan
Jjuga belum semua bisa dipenuhi. ABT kan tidak setiap tahun ada, jadi memang
dalam penyusunan anggaran belum disesuaikan dengan butir-butir hak pasien,
Jadi singkatnya upaya ada walaupun belum fokus ke pemenuhan hak—hak pasien”(
9,10,11,12,13)

Beberapa informan mengatakan bahwa jika penganggaran disesuaikan untuk
pemenvhan hak pasien maka rumah sakit akan lebih cepat siap untuk
mengimplementas'ikan butir—butir hak pasien. Dana untuk seluruh kegiatan tidak
dapat sekaligus tersedia, harus ada skala prioritas. Seperti pernyataan informan

berikut ini:
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“Tergantung kemauan, kalau disesuaikan untuk pemenuhan hak pasien

mungkin dana cukup, tapi kalau tidak hasilnya akan lambat dan kita tidak akan
siap untuk melaksanakannya. Untuk saat ini masih belum siap "(5,6)

Dari pernyataan beberapa informan diatas, sebagian besar informan
mengatakan bahwa dana yang dianggarkan untuk operasional dan investasi secara
tidak langsung dapat memenuhi beberapa butir hak pasien. Informan lain
mengatakan jika dana yang direncanakan pada RBA disesuaikan dengan butir-butir
hak pasien maka rumah sakit akan lebih cepat siap mengimplentasikan hak pasien.
Peneliti berpendapat bahwa karena Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
merupakan Badan Layanan Umum, sehingga lebih fleksibel penggunaan dananya,
maka dapat disusun RBA yang disesuaikan dengan butir-butir hak pasien yang ada
di dalam undang-undang rumah sakit untuk mengantisipasi komplain pasien
dimana akhir-akhir ini ada beberapa pasien yang menyampaikan keluhannya ke
media cetak dan elektronik. Pasien dapat melakukannya karena undang-undang
meiindungi hal itu seperti yang tertera dalam Undang-Undang Rumah Sakit Umum
No. 44 tahun 2009 pasal 32 butir (r).

e. Sarana/Prasarana

Untuk melaksanakan upaya pelayanan di rumah sakit , selain SDM dan dana,
dibutuhkan sarana/prasarana dan peralatan yang cukup untuk melaksanakan
kegiatan pelayanai, Dari sebelas informan yang ditanyakan tentang sarana fisik dan
peralatan yang tersedia Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, sebagian
informan mengatakan bahwa jumlah bangunan unit sudah cukup memadai, tetapi
kondisi beberapa bangunan belum memadai untuk memenuhi hak pasien. Sarana
dan peralatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan rumah sakit
belum seluruhnya tersedia, jumlah dan jenis alat ada yang belum lengkap, dan
kondisi alat masih ada yang kurang baik. Berikut ini pernyataan informan:

"sarana sudah ada. Untuk hak pasien butir f dan o ada kotak saran, dan
dimasing-masing unit pelayanan ada HPI''(1,4)

“jumlah alat masih ada yang kurang dan kondisinya kurang baik. Ventilator
dan suction di ICU masih kurang dan kadang rusak padahal alat ity penting dan
sering digunakan, Bank darah kita juga belum punya’(10)

64
Universitas Indonesia

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010



“fisik bangunan harusnya direncanakan dari awal, pintu darurat untuk

keluar masuk pasien harus ada 2 sisi, tapi sulit karena dari awal tidak
direncanakan (3)

“di IGD seharusnya ada sarana pemeriksaan laboratorium yang agak
lengkap supaya hasilnya bisa cepat dan di laboratorium kita seharusnya sudah
bisa dilakukan pemeriksaan kultur tanpa harus ke rumah sakit swasta "(9,)

“untuk diagnostik pemeriksaan EEG dan audimetri harusnya sudah ada yang
baru, yang lama sudah rusak”(5,13)

Informan lain mengatakan bahwa tempat melaksanakan semua kegiatan
pelayanan sudah tersedia, tetapi jumlahnya masih kurang seperti ruang Rawat Inap
kelas 3 dan ruang operasi kapasitasnya masih kurang. Pada beberapa kamar mandi
belum ada dinding tersedia tempat pegangan, tetapi di beberapa bangunan sudah
dibangun pengaman khususnya lantai 2 dan 3. Untuk menghindari pasien terjatuh
sudah disediakan perngaman seperti disampaikan informan dibawah ini:

“sarana untuk ruang rawat belum cukup khususnya kelas 3, jadi BOR, BTO,
dan TOI selay diatas angka standar "(1,2) '

“waktu tunggu operasi masih panjang soalnya kapasitas kamar operasi
kurang, ruang rawat dan ICU sering penuh "(5,11)

“sudah ada upaya seperti di rolling tangga poliklinik dari lantai 1-3 sudah
dibangun pengaman, tapi kubah masih bocor dan sudah direncanakan mau
direnovasi. Anggaran sudah disedickan dari pendapatan rumah sakit " (7,)

“dikamar mandi ruong Rawat Inap belum ada tempat pegangan di
dindingnya, tapi di dinding ruangan sudah tersedia. Nantilah diusulkan untuk
bangunan yang akan dibangun, soalnya ada beberapa ruangan mau dibangun,
dana sudah disiapkan. Ya, untuk memenuhi butir (n) patient safety”(,8,)

Dari hasil wawancara bahwa jumlah dan jenis peralatan masih kurang,
kondisi masih ada yang kurang baik, tetapi upaya untuk memenuhi hak pasien
sudah ada yaitu tersedia kotak saran dan HPI untuk tempat komplain atas pelayanan
yang diterima pasien. Konsep bangunan fisik belum disesuaikan dengan
pemenuhan hak pasien dan disetiap kamar mandi pasien belum ada pegangan.
Dalam tabel berikut akan disajikan standar sarana dan prasarana untuk Rumah Sakit

kelas B dibandingkan dengan kondisi Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
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Tabel 5.8 Keadaan dan Kondisi Peralatan di Unit Pelayanan Rumah Sakit Umum

Kabupaten Tangerang Tahun 2010

Rumah Sakit Umum
Standar Kelas B Kab. Tengerang
No. Kriteria _ _
Keadaan Kondisi Keadaan Kondisi
A A
T A T A
T B | KB T B | KB
A L A L
PERALATAN L L
I Peralatan medis di Instalasi Gawat Darurat e | - N +
2 Peralatan medis di Instalasi Rawat Jalan o | o« - +
3 | Peralatan medis di Instalasi Rawat Inap o | o + + |+
4 Peralatan medis di Instalasi Rawat Intensif ol . . + |+
5 Peralatan medis di Instalasi Tindakan Operasi PO + +
Kelcragan : TA : Tidak Ada
ATL : Ada Tidak Lengkap
AL : Ada Lengkap
B : Baik
KB : Kurang Baix

Dari data yang terlihat pada tabel, kondisi peralatan dibeberapa unit pelayanan ada

yang kurang baik dan belum lengkap bila dibandingkan dengan standar. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara dengan informan vang ada di Rumah Sakit Umum

Kabupaten Tangerang.

Tabel 5.9 Keadaan dan Kondisi Sarana di Unit Pelayanan Rumah Sakit Umum

Kabupaten Tangerang Tahun 2010

Rurnah Sakit Umum
Standar Kelas B Kab. Tangerang
No. Kriteria -
Ke¢adaan Kendist Keadaan Kondisi
A A
T, T A
r B | KB T B | KB
A L A L
SARANA DAN PRASARANA L L
[ Bangunan/Ruangx Gawat Darurat P +] o+
2 | Bangunan/Ruang Rawat Jalan o] . + +
3 Bangunan/Ruangz Rawat Inap . R +
4 | Bangunan/Ruang Bedah o] . +
5 BangunanfRuERawal Intensif E . . +
Keterangan : TA : Tidak Ada

ATL : Ada Tidak Lengkap
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AL : Ada Lengkap
B : Baik
KB : Kurang Baik

Dari data yang tertera pada tabel yang diperoleh dari peneiusuran di
lapangangan, dengan melihat dokumen yang ada di Instalasi Pemeliharaan Sarana,
dapat dilihat bahwa kondisi fisik bangunan masih ada yang kurang baik dan
beberapa bangunan masih kurang lengkap. Hal ini sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh informan. Ruangan rawat inap jumlahnya masih kurang memadai
dilihat dari waktu tunggu operasi yang diperoleh dari instalasi kamar bedah dan
jumlah tempat tidur untuk operasi masih kurang memadai.

f. Metode

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, vaitu mempersiapkan Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang agar nantinya dapat melaksanakan upaya
perlindungan hak pasien, diperlukan tatacara/metode. Lima informan yang
diwawancarai mengatakan bahwa tatacara/metode selama ini sudah ada seperti alur
pasien di Rawat Jalan, IGD, ICU, Kamar Bedah, Rawat Inap, Protap, pasien operasi
informed consent sudah hampir lengkap, standar pelayanan medik sudah ada tetapi
belum direvisi, dan SOP untuk kegiatan pelayanan sudah ada karena selama ini
sudah ada butir—butir hak pasien didalam Undang-Undang Praktek Kedokteran
No. 29 tahun 2004. Hanya beberapa yang belum tersedia, misalnya Protap
Penanganan Komplain Pasien dari seluruh unit peiayanan ke HPI (Hukum,
Publikasi dan Informasi), penatalaksanaan kegawatdaruratan dari seluruh SMF di
IGD, Protap Penyelesaian Kasus Komplain Pasien, dan sengketa medis dari dalam
Rumah Sakit Umum ke [var rumah sakit. Berikut pernyataan beberapa informan
dibawah ini.

“Protap, alur, dan SOP uniuk tindakan informed consent sudah hampir
lengkap, tapi yang berhubungan dengan Undang-Undang Rumah Sakit Umum
yang baru belum ada kebijakan internal yang baru (1,2,7)

“Protap Komplain Pasien dari dari unit pelayanan ke HPI dan Protap
Penanganan Sengketa Medis didalam dan diluar rumah takit belum ada”'(6)

“SPM sudah ada, tetapi masih yang lama, masih beberapa SMF yang
direvisi "'(14)
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“SOP untuk penatalaksanaan kegawatdaruratan medik dari seluruh SMF

sudah tersedia, hanya beberapa SMF yang belum “(5)

Dari hasil penelusuran telaah dokumen di unit seperti IGD, Rawat Jalan,
Rawat Inap, ICU, Kamar Bedah, dan HPI di lima unit pelayanan pasien, Protap,
alur pasien SOP, dan SPM sudah hampir lengkap, hanya beberapa Protap dan
peraturan intermal tentang hak pasien dalam Undang-Undang Rumah Sakit belum
ada. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan. Data
tentang kelengkapan prosedur pelayanan di unit pelayanan kesehatan Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.10 Jenis- Jenis Metode Pelayanan di Unit Pelayanan RSU Kabupaten

Tangerang Tahun 2010
Metode/Tata Cara
T Pengumu
Informe . man Hak
. Alur Patient 4 Kotak
Unit Protap . sop d SPM Askep Talib dan
No. Pasien Safety Saran
Pclayanan Consent Kewajiba
n Pasicn
A A A A A A A A A A
T AlT Al T Al T AlT Al T AlT A|lT T AF T A
T T T T T T T T| A T T
A Ljia LA LlA Lia LA LA LjiA A LA L
L L L L L L L LIL L L
Rawat
i + + + s + + + + + +
Inap
Rawat
2 + + + + + + + + + +
Jalan
3. | IGD + + + + + + + + + +
Kamar
4. + + + + + + + + + +
Bedah
5. | icu + + + + + + + + + +
Keterangan: TA : Tidak Ada
ATL : Ada Tidak Lengkap
AL + Ada Lenghkap

Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa metodertata cara sudah
cukup memadai tetapi peraturan internal rumah sakit oleh adanya undang-undang
rumah sakit belum disusun. Hal ini sesuai dengan data sckunder yang diperoleh

68

Universitas Indonesia

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010



dari masing-masing unit pelayanan kesehatan. Data terlampir pada tabel 5.10.
Metode/tatacara merupakan hal yang penting karena tanpa prosedur dan tata cara,
seluruh kegiatan pelayanan akan tidak teratur sehingga pasien tidak dapat mengerti
alur pelayanan. Di dalam Pasal 32 Undang-undang Rumah Sakit Umum tahun
2009, pada butir (a) disebutkan bahwa pasien berhak memperoleh informasi
mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Apabila metode/tata
cara untuk pelayanan terhadap pasien tersedia maka pelayanan akan lebih efisien
dan efektif sehingga pasien dapat dilayani dengan tepat waktu.
5.4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan unsur proses
a. Perencanaan

Perencanaan adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk
mewujudkan tujuan-tuivan yang telah ditentukan (Koonzt dan O’Donnel dalam
Sarwoto, 1991). Di dalam bidang kesehatan, perencanaan dapat didefenisikan
sebagai proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan di masyarakat,
imenentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program
yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan

Dalam perencanaan kesiapan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang, beberapa informan yang diwawancarai mengatakan bahwa
dengan adanya kebijakan Undang-Undang Rumah Sakit Umum No. 44 tahun 2009
tentang hak pasien, penyusunan rencana belum disesuaikan dengan pemenuhan
hak pasien dari elemen SDM, sarana/prasarana, dana, dan metode, tetapi
perencanaan yang selama ini disusun didalam RBA dan RKT Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang yang mengusuikan belanja untuk modal dan operasional,
antara lain pembelian alat-alat kesehatan pembangunan, pemeliharaan
sarana/prasarana, dan permintaan SDM, pelatihan SDM, dll. Hasilnya, jika telah
terlaksana, secara tidak langsung akan memenuhi beberapa butir hak pasien
walaupun direalisasikan secara bertahap seperti yang dikatakan oieh beberapa
informan berikut ini.

“rencana yang disesuaikan untuk kesiapan pemenuhan hak pasien belum
ada, tapi vencana yang disusun selama ini kan sebagian besar untuk kepentingan

pasien”(1,2,3,4,7)
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“rencana selalu disusun dan diusulkan, tetapi tidak selurubnya diberikan,
tergantung dana yang tersedia”(9,10,i1,12,13)

“belum ada perencanaan kesiapan khusus untuk memenuhi hak pasien
padahal itu penting (8}

" dalam RBA dan RKT sclama ini belum disesuaikan terhadap pemenuhan
hak pasien, soalnya kita belum tahu isi semua butir-butir hak pasien™ (5,6,)

Dari beberapa pernyataan informan diatas, hampir seluruhnya saling
menguatkan dan ada kesesuaian bahwa dalam perencanaan yang disusun belum
disesuaikan dengan kebutuhan hak pasien karena undang-undangnya belum
disosialisasikan. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dengan
merumuskan fujuan organisasi sampai dengan menyusun dan menetapkan
rangkaian kegiatan untuk mencapainya. Tanpa ada proses perencanaan tidak akan
ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh staff untuk mencapai tujuan. Hal ini
sesuai dengan pemyataan informan yang belum membuat perencanaan yang
disesuaikan dengan pemenuhan hak pasien cleh karena tidak adanya sosialisasi.
Peneliti berpendapat bahwa agar tujuan sebuah organisasi tercapai maka harus
dilakukan perencanaan. Tujuan tersebut harus disosialisasikan dan disampaikan
kepada staff agar mercka mempunyai pedoman dalam melaksanakan tugas-
tugasnya karena melalui perencanaan maka program akan dapat diketahui tujuan
dan cara mencapainya. Dalam hal ini, persiapan yang dilakukan oleh Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang belum memadai karena belum menyesuaikan butir-
butir hak pasien dalam setiap perencanaan. Di bidang kesehatan, perencanaan dapat
difenisikan sebagai proses uniuk merumuskan masalah kesehatan. Salah satu
masalah yang terjadi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang adalah adanya
komplain pasien yang diperoleh dari kotak saran dan yang langsung menyampaikan
keluhannya kepada instalasi HPI. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Tangerang
belum menyesuaikan setiap perencanaan dengan butir-butir dalam hak pasien,
tetapi telah dilakukan upaya vyaitu dengan menyediakan sarana (HPI) dimana
pasien dapat menyampaikan keluhannya. )

b. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun

semua sumber daya {(potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya

70

Universitas Indonesia

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010



secara efisien. Dalam wawancara dengan informan, beberapa informan berpendapat
bahwa Instalasi HPI sangat dibutuhkan. Ini adalah suatu upaya vang dilakukan
dalam mepersiapkan perlindungan hak pasien terutama akhir-akhir ini kebutuhan
informasi dan transparansi dengan kemajuan teknologi informasi dimana pasien
semakin mengerti tentang hak-haknya pada saat menerima pelayanan di rumah
sakit atau sebaliknya masih banyak yang belum mengerti tentang alur, protap
pasien, dan kelengkapan yang harus dipersiapkan khususnya untuk pasien peserta
program Jamkesmas agar komplain pasien semakin berkurang dan untuk
mengantisipasi pengaduan pasien ke media elekronik seperti yang marak terjadi
akhir-akhir ini diluar dan didalam Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
seperti pernyataan informan berikut ini.

“ ya ini HPI tempat menampung semua komplain pasien dan salah satu
persiapan dan upaya yang kita lakukan untuk melindungi hak pasien. Ada juga
beberapakali pengaduan ke media cetak dan elelironik sementara ini dapat
diatasi (1)

“disini kita berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan seluruh komplain
pasien, baik pasien dan keluarganya, yang datang langsung maupun melalui kotak
saran yang dibuka satu kali dalam seminggu dan isinya disampaikan kepada
direkiur dan segera ditindaklanjuti’ (4}

Informan lain mengatakan dibutuhkan kelompok komite Farmasi seperti dulu
lagi untuk mengatur obat-obatan yang akan digunakan dan wadah komunikasi
antara dokter dan instalasi Farmasi

“ya itu komite Farmasi dan Terapi dihidupkan lagi soalnya ketua komitenya
sudah pensiun, harus dibuat SK baru lagi dan komite— komite yang sudah dibentuk
yang kurang aktif seperti komite Dots supaya lebih diakiifkan lagi. Ada
hubungannya kan dengan periindungan hak pasien. Pasien dapat obat gratis
karena terapinya lebih simple dan efisien harus ada komitmennya”(,5)

“sekarang kan jaman globalisasi dan teknologi informasi, untuk antisipasi
supaya jangan fterjadi seperii kasus Prita Mulyasari jadi wadalmva sudah
disiapkan yaitu instalasi HP1"(2)

Dalam upaya mempersiapkan pemenuhan hak pasien di Rumah Sakit Umum

Kabupaten Tangerang, peran manajemen sangat dibutuhkan untuk mengangkat
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dan menugaskan seorang manajer/kepala dan mengelompokkan satu kegiatan untuk

mencapai tujuan dalam hal ini pemenuhan hak pasien. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang adalah
menyiapkan sarana dimana pasien dapat menyampaikan komplain/keluhan pada
saat menerima pelayanan di rumah sakit dan meminta seluruh informasi tentang
segala hal yang belum dimengerti oleh pasien baik tentang pembiayaan, alur pasien,
dil. Dengan membentuk sebudh Instalasi baru yaitu HPI (Hukum, Publikasi, dan
Informasi) dan dimasukkan dalam susunan struktur organisasi di Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang, upaya pembentukan instalasi ini adalah salah satu
sikap dan respon positif dari manajemen Rumah Sakit Umum Kabupaten
Tangerang yang mendukung upaya persiapan kebijakan perlindungan hak pasien di
Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Peneliti berpendapat bahwa dengan
dibentuknya satu Instalasi HPI, sebenarnya manajemen Rumah Sakit Umum
Tangerang inengetahui tentang adanya Undang-Undang Rurmah Sakit No. 44 tahun
2009 yang didalamnya tertera butir-butir hak pasien, tetapi belum dilakukan
sosialisasi dalam bentuk rapat/pertemuan,dipihak lain belum dibentuk nya komite
Farmasi seperti yang disampaikan oleh informan dapat berpengaruh terhadap
prlayanan peresepan obat terhadap pasien.
¢. Pelaksanaan Kesiapan

Dalam pelaksanaan kesiapan didalam upaya pemenuhan hak-hak pasien di
Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dibutuhkan pimpinan yang dapat
membimbing, mengarahkan, dan mengatur segala persiapan pelaksanaan. Agar
proses dapat berjalan efektif, scorang pemimpin harus dapat memahami perilaku
staffnya, menjalankan komunikasi dengan efektif, dapat memberikan motivasi yang
tepat serta dapat menciptakan hubungan harmonis dengan bawahannya
(Brantas,2009). Dalam wawancara dengan informan dikatakan bahwa pelaksanaan
kesiapan untuk pemenuhan hak pasien, khusus untuk kebijakan yang baru, belum
dilakukan. Yang telah dilakukan adalah yang rutin dilaksanakan seperti yang
direncanakan didalam RBA dan RKT. Salah satu persiapan sarana dan Instalasi HPI
dimana upaya yang dilakukan dalam pelaksanan kesiapan ternyata dapat memenuhi
beberapa butir-butir hak pasien. Persiapan pelaksanaan lainya yaitu pertemuan rutin

bidang perawatan dengan perawat di unit—unit pelayanan (Rawat Jalan, Rawat Inap,
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IGD, ICU, dan kamar bedah) yang membicarakan tentang penanganan kasus yang

terjadi di ruangan untuk peningkatan kualitas pelayanan, pelatihan tentang patient
safety yang terdapat dalam butir-butir hak pasien, dan mengadakan pelatihan secara
bertahap. Berikut ini pernyataan informan.

“va salah satu yang disiapkan adalah Instalasi HPI dan pembangunan fisik
ruangan Rawat Inap (1)

“Kesiapan khusus untuk Undang-Undang Rumah Sakit Umum No. 44 tentang
hak pasien belum, tapi upaya yang selama ini dilakukan yaitu pelatihan perawat
dan bidan yang membahas kasus vang terjadi di ruangan, itu juga merupakan
persiapan  pelaksanaan dan ya v yang ada di RBA dan RKT
dilaksanakan (3,8,9,10,11,12,13)

“Selama ini kan sudah dilakukan berbagai persiapan dalam kegiatan bidang
perawatan dan komite medik itu setiap selasa dan kamis ada membahas kasus
kematian dan siang Kinik untuk menambah pengetahuan tenaga medis yang tetapi
khusus untuk hak pasien belum ada “(2)

“salah satu yang dilakukan KMF adalah seleksi tenaga spesialis yang akan
diterima untuk kompetensinya dan SIP-nya harus tersedia. Itukan untuk persiapan
hak pasien “(3)

“kegiatan panitia etika dan medikolegal KMF helum terlihat kesiapan
pelaksanaannya untuk kasus komplain pasien di HPI behan sampai ke panitia etika
dan medikolegal "(6)

Di dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan erat dengan manusia dan merupakan
suatu masalah yang paling kompleks serta yang paling sulit dilakukan dari semua
fungsi manajemen. Pelaksanaan /penggerakan (aciuating) merupakan fungsi
terpenting dalam manejemen karena bagaimanapun modernnya peralatan tanpa
dukungan manusia itu belum berarti apa-apa. Menggerakkan tenaga manusia
merupakan hal yang sulit dilakukan karena mereka adalah manusia yang
mempunyai harga diri, perasaan, dan tujuan yang berbeda-beda (Brantas, 2009). Di
dalam hal pelaksanaan kesiapan untuk pemenuhan hak pasien di Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang sesuai dengan pernyataan informan, ada beberapa
kegiatan yang telah diupayakan sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam

RBA dan RKT yakni membentuk svatu instalasi baru tempat pasien dapat
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menyampaikan seluruh masalah/komplain yang mereka hadapi selama dalam

pemeriksaan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
Persiapan pelaksanaan lain yang dilakukan adalah melaksanakan pendidikan dan
pelatihan bagi tenaga perawatan dan tenaga medis., Upaya lain yang dilakukan
adalah dengan mengadakan pertemuan rutin yang diadakan oleh bidang perawatan
dan Komite Medik Fungsional yakni membahas kasus-kasus kematian yang
bermasalah dan kasus-kasus pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten
Tangerang oleh tenaga keperawatan. Walaupun undang-undang rumah sakit belum
secara khusus disosialisasikan, tetapi seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara
tidak langsung dapat memenuhi beberapa butir hak pasien. Peneliti berpendapat
seyogianya RBA dan RKT disusun disesuaikan dengan pemenuban butir-butir hak
pasien agar hak pasien dapat terlindungi sehingga pelaksanaan kesiapan untuk
pemenuhan hak pasien dapat lebih mengarah kepada perlindungan hak pasien. Pada
saat ini Ruman Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan kesiapan
belum menyesuaikan dengan pemenuhan hak pasien meskipun upaya-upaya yang
dilakukan secara tidak langsung dapat memenuhi beberapa butir hak pasien.
d. Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi secara umum diartikan sebagai proses penyampaian informasi
sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami pihak lain dan saling
memiliki kesamaan arti. Sosialisasi juga merupakan langkah awal yang sangat
penting dalam upaya memberi pemahaman tentang suatu kebijakan, peraturan, atau
program yang baru yang akan diberlakukan kepada pihak lain

Sebelum satu kebijakan diimplementasikan, persiapan yang dilakukan
sebelumnya adalah mensosialisasikan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah
Undang-Undang Rumah Sakit Umum No. 44 tahun 2009 pasal 32 yang berisikan
tentang butir—butir hak pasien yang harus disampaikan ke seluruh tenaga medis dan
non medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Sosialisasi
kebijakan adalah salah satu upaya dalam pelaksanaan kesiapan. Sosialisasi dapat
dilaksanakan melalui rapat/pertemuan yang dilaksanakan secara rutin sampai semua
tenaga yang ada dapat memahami tentang hak-hak pasien sehingga selanjutnya siap
melaksanakannya. Sosialisasi tentang hak-hak pasien yang tertuang didalam

Undang-Undang Rumah Sakit Umum No. 44 tahun 2009 pasal 32 menurut
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beberapa informan belum pernah secara khusus dilaksanakan, tetapi sebagian

perawat bidan dan tenaga medis (dokter dan dokter gigi) sudah melaksanakan
beberapa butir hak pasien khususnya informed consent dan sudah menjadi kegiatan
rutin sebelum melakukan tindakan terhadap pasien secara tidak langsung bahwa
upaya-upaya yang dilakukan ada tertuang didalam butir-butir hak pasien. Berikut
ini wawancara dengan beberapa informan

“va nanti disosialisasikan khusus hak pasien dalam undang-undang rumah
sakit yang baru”(1}

“secara khusus belum ada sosialiasasi terutama undang-undang rumah sakit
yang baru, fetapi kenyataannya beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat
melayani pasien secara tidak langsung sudah memenuhi beberapa butir hak
pasien”(2,3,4,6)

“belum ada sosialisasi tapi beberapa butir sudah selalu dikerjakan (5}

Beberapa informan yang diwawancarai mengatakan belum pemnah dilakukan
sosialisasi dan baru mendengar tentang adanya delapan belas butir hak pasien pada
Undang-Undang Rumah Sakit Umum No. 44 tahun 2009 seperti pernyataan
informan dibawah ini.

“belum pernah sosialisasi, saya baru tahu ini, ya nanti wakiu rapat saya
sosialisasikan"{9)

"seingat saya, belum pernah disosialisasikan tentang hal ini”(10,11,12)

Ada beberapa informan yang sudah mengetahui sendiri tanpa dilakukan
sosialisasi. Mereka dapat mengkonsep surat yang dilampirkan dengan hak dan
kewajiban pasien dan dokter sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan.
Berikut pernyataan informan dibawah ini

“sudah tahu tapi dicari sendiri dan sudah dikirim surat dilampirkan hak dan
kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter kesehouh SMF yang bertugas di
Rawat Jalan. Suratnya ditandatangani dirvektur”(8,13)

Dari pernyataan informan di atas, dapat diketaliui bahwa sosialisasi

kebijakan perlindungan hak pasien belum dilaksanakan secara resmi berupa
pertemuan/rapat.Ada informan yang menyatakan bahwa sosialisasi sudah
dilaksanakan melalui surat kepada seluruh SMF yang bertugas di Instalasi Rawat

Jalan. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa sosialisasi kebijakan tentang hak
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pasien yang tertulis di dalam Undang-Undang Rumah Sakit Umum No.44 tahun
2009 penting dilakukan agar seluruh perencanaan kegiatan berupa Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dapat disesuaikan dengan
pemenuhan hak pasien sehingga seluruh tenaga, dana, sarana/prasarana, dan metode
dapat dipersiapkan untuk memenuhi hak pasien di Rumah Sakit Umum Kabupaten
Tangerang. Saat ini pelaksanaan kegiatan pelayanan berjalan sesuai dengan RBA
dan RKT walaupun kegiatan ini secara tidak langsung dapat memenuhi beberapa
butir hak pasien.Sosialisasi penting dilakukan agar seluruli tenaga medis dan non
medis dapat mengerti dan memahami tentang hak-hak pasien yang tertuang dalam
Undang-Undang Rumah Sakit Umum No. 44 tahun 2009 agar seluruh sumber daya
yang ada siap untuk mengimplementasikan kebijakan ini sehingga Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang dapat terhindar dari komplain pasien.

¢. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk mengamati secara terus menerus
pelaksanaan rencane kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi terhadap
penyimpangan yang terjadi. Dalam wawancara dengan beberapa informan
dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan adalah terhadap kinerja rumah sakit,
apakah yang disusun dalam RBA dan RKT ada penyimpangan dari standar yang
telah ditetapkan dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal karena
kontrol/pengawasan terhadap kinerja tujuannya untuk kepentingan pasien dan
secara tidak langsung kegiatan ini dapat mengakomodir butir-butir hak pasien.
Pengawasan ini dilakukan satu kali tiga bulan dan setiap bulan dilaksanakan
pelaporan, seperti pernyataan informan berikut.

“yang dikontrol ya yang ada didalam RBA dan RKT, apakah dilaksanakan
atau tidak karena hasilnya kan ada yang memenuhi butir-butir hak pasien itu kita
lakukan dan setiap bulan dilaporkan(3,7,8}

“vang dikontrol dan dievaluasi ya itu kinerja berdasarkan SPM, jadi bisa
diakomodir butir-butir hak pasien walaupun belum keseluruhan dapat diakomodir,
tetapi kontrol dan evaluasi kinerja secara tidak langsung dapat memenuhi butir-
butir hak pasien. "(1,2,3,4,)

Dari pernyatataan beberapa informan diatas dilakukan pengawasan terhadap

kinerja yang telah disusun dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan), penyimpangan

76

Universitas Indonesia

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010



yang terjadi, dan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pengawasan
hendaknya diperbaiki agar penyimpangan tidak terulang kembali, Menurut
pendapat peneliti, karena didalam perencanaan awal yakni RBA dan RKT tidak
disesuaikan dengan butir-butir hak pasien dan perencanaan untuk sosialisasi
Undang-undang Rumah Sakit Umum No. 44 tahun 2009 tentang hak-hak pasien
kepada seluruh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang berfugas di Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang dalam bentuk rapat/pertemuan, akibatnya RBA dan
RKT yvang direncanakan dari masing-masing instalasi yang terkumpul dari seluruh
SMF yang bertugas disetiap instalasi tidak menyesuaikan dengan pemenuhan hak
pasien. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang belum dapat

dipersiapkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kesiapan Rumah Sakit
Umum Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan
hak pasien berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit Umum WNo. 44 tahun 2009
dapat disimpulkan sebagai
berikut :

. Elemen Sumber Daya Manusia (SDM) belum sepenuhnya dapat dikatakan siap

pada aspek jumlah tenaga keperawatan terutama di Instalasi Rawat Inap
berdasarkan standar Permenkes No. 340 tahun 2010 dan Kepmenpan No. 75 tahun
2004. Pengetahuan tentang Undang-Undang Rumah Sakit Umum No. 44 tahun
2009 khususnya tentang hak pasien dari berbagai pihak belum memadai. Efisiensi
dan mutu pelayanan masih kurang baik berdasarkan Penilaian Tingkar Kesehatan
Rumah Sakit Umum sehingga ada butir- butir hak pasien yang belum terpenuhi.
Salah satu upaya yang dilakukan adélah rekruitmen Tenaga Kerja Kontrak {TKK),
terulama tenaga keperawatan secara bertahap serta memberikan pelatihan-pelatihan

dan pendidikan kepada tenaga medis dan non medis.

. Elemen dana belum sepenuhnya dikatakan siap karena dana yang dialokasikan di

dalarn Rencana Bisnis Anggaran (RBA) belum disesuaikan dan ditujukan untuk
pemenuhan hak pasien karena Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009
pasal 32 belum disosialisasikan,meskipun dalam penyusunan Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dilaksanakan setiap

tahun secara tidak langsung dapat memenuhi beberapa butir hak pasien.

. Elemen sarana/prasarana masih kurang siap karena jumlah kondisi sarana/prasarana

yang tersedia masih ada yang kurang baik dan tidak lengkap tetapi telah dilakuan
upaya yaitu pembangunan sarana fisik ruang rawat inap kelas tiga, membuat
pengaman pada tangga dan membentuk instalasi baru yaitu HPI (Hukum, Publikasi,
dan Informasi) tempat dimana pasien dapat menyampaikan keluhan/komplain dan

untuk memperoteh informasi yang dibutuhkan.
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4. Elemen metode sudah cukup memadai karena prosedur/tata cara sudah hampir
lengkap pada setiap unit- unit pelayanan meskipun belum ada peraturan internal
rumah sakit vang dikeluarkan yang berkaitan langsung dengan adanya kebijakan
perlindugan hak pasien dalam Undang-Undang Rumah Sakit Umum No. 44 tahun
2009

6.2 Sarap
1. Kepada rumah sakit

a, Perlu adanya komitmen manajemen Rumah Sakit Umum Kabupaten
Tangerang untuk mensosialisasikan Undang- Undang Rumah Sakit
Umuni No.44 tahun 2009 kepada seluruh tenaga kesehatan dan non
kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
agar dalam setiap perencanaan dan kegiatan dapat ditujukan untuk
pemenuhan butir-butir hak pasien.

b. Perlu adanya peraturan internal Rumah Sakit Umum{Hospital By Law)
vang bekaitan langsung dengan Undang-Undang Rumah Sakit Umum
No. 44 tahun 2009 khususnya tentang hak-hak pasten

2. Kepada Pemda Kabupaten Tangerang

a. Perlu dilakukan pengangkatan TKK (Tenaga Kerja Kontrak) Rumah
Sakit Umum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merekrut tenaga
keperawatan yang baru untuk ditempatkan di Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang.

b. Memberikan banfuan anggaran sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit
Umum  Kabupaten Tangerang untuk pembangunan sarana/prasarana
dan penambahan jumlah dan jenis alat- alat kesehatan.

3. Kepada peneliti selanjutnya
Perlu dilakukan penelitian tentang kesiapan perlindungan hak pasien di
Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang ditinjau dari sudut yang

berbeda dan dilakukan penelitian yang sama di rumah sakit yang berbeda,
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Lampiran I Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM TERHADAP KESIAPAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN DI RSU
KAB. TANGERANG TAHUN 2010 (BERDASARKAN UU RUMAH SAKIT NO
44 TAHUN 2009 PASAL 32)

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

Nama Pewawancara

Tgl dan Waktu Wawancara

Tempat Wawancara

Nomor Informan

Intansi/Dinas

Alamat Kantor

No. Telp/HP

Identitas Informan

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Jabatan dalam kedinasan

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

A. Petunjuk umum :
I. Sampaikan ucapan terima kasih kepada informan atas kesediaannya
meluangkan waktu untuk diwawancarai.
2. Jelaskan tentang maksud dan tujuan wawancara.
B. Petunjuk wawancara mendalam :
1. Wawancara dilakukan oleh seorang pewawancara.

2. Informan bebas untuk menyampaikan pendapat
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3. Pendapat, pengalaman, dan saran informan sangat berniiai.

4. Jawaban informan tidak ada yang benar ataupun salah.

5. Semua pendapat, pengalaman, saran, dan komentar akan dijamin
kerahasiaannya.

6. Sampaikan pada informan bahwa wawancara ini akan direkam dengan

menggunakan alat tape recorder untuk membantu ingatan pewawancara.

. Pelaksanaan wawancara

1. Salam.
2. Perkenalan dari pewawancara.
3. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara kepada informan.

4. Meminta kesediaan informan untuk diwawancara
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan o1

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Jabatan dalam kedinasan : Direktur RSU Kabupaten Tangerang

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A. Unsur Input
1. SDM
a. Pengetahuan
Bagaimana pemahaman Bapak tentang hak pasien dalam UU RS no 44
tahun 20097
b. Sikap
Bagaimana sikap /tanggapan Bapak terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien?
¢. Jumlah ,jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Bapak tentang jumlah ,jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini, apakah cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
khususnya butir ¢,d,e,i,j dan n? Mohon penjelasan bapak.
2. Dana '
Bagaimana menurut Bapak, apakah saat ini tersedia dana untuk
dipersiapkan mendukung kebijakan pemenuhan butir-butir hak pasien ini?
3. Sarana/Prasarana
Bagaimana pendapat Bapak apakah sarana/prasarana dan peralatan yang
digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah, jenis dan kondisi
seltingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir hak pasien

khususnya butir a,b,f,n, dan o ini?
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4, Metfode
Bagaimana pendapat Bapak tentang metode/tatacara yang ada saat ini
seperti Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK, dll, apakah
tersedia diunit-unit pelayanan terutama IGD; Rajal, Ranap, Kamar Bedah,
ICU sehingga dapat mengakomodir hak-hak pasien sesuai dengan UU
Rumah Sakit No.44 tahunt 20097

B. Unsur Proses

1. Perencanaan
Bagaimana pendapat Bapak apakah dalam perencanaan program seperti
RKT dan RBA yang disusun setiap tahun dari elemen SDM, dana,
sarana/prasarana, dan metode diupayakan agar butir-butir hak pasien dapat
diakomodir untuk persiapan pemenuhan hak pasien?

2. Pengorgaaisasiau
Bagaimana pendapat Bapak tentang pengorganisasian di RSU Kabupaten
Tangerang ini dalam upaya persiapan perlindungan hak pasien, apakah
sudah dilakukan?

3. Pelaksanaanr kesiapan
Bagaimana pendapat Bapak hal-hal apa yang dilaksanakan untuk persiapan
perlindungan hak pasien di RS ini, apakah yang disusun telah
dilaksanakan sesuai rencana?

4. Sosialisast Kebijakan
Bagaimana pendapat Bapak apakah telah dilakukan sosialisasi tentang
hak-hak pasien dalam UU RS no 44 tahun 2009 ini kepada seluruh tenaga
yang bekerja di RS ini?

5. Pengawasan
Bapgaimana pendapat Bapak apakah dilakukan pengawasan terhadap
perencanaan dan pelaksanaan, apakah sesuai dengan target yang
direncanakan schinggga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir
hak pasien di RS ini?
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan :2

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Jabatan dalam kedinasan : Wadir Pelayanan RSU Kab. Tangerang

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A. Unsur Input
1. SDM
a. Pengefahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Ibu tentang hak pasien dalam UU
RS no. 44 tahun 20097
b. Sikap
Bagaimana sikap ftanggapan Ibu terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien ?
¢. Jumlah ,jenis dan kempetensi
Bagaimana menurut [bu tentang jumlah, jenis, dan kompetensi SDM
yang ada saat ini, apakah cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
khususaya butir ¢,d,e,i,j dan n 2 mohon penjelasan bapak
2. Metode
Bagaimana pendapat Ibu tentang metode/tatacara yang ada saat ini seperti
Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK, dll apakah tersedia
diunit-unit pelayanan terutama IGD; Rajal, Ranap, Kamar Bedah, ICU
sehingga dapat mengakomodir hak-hak pasien sesuat dengan UU Rumah
Sakit No.44 tahun 2009?
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B. Unsur Proses

1.

Perencanaan

Bagaimana pendapat Ibu apakah dalam perencanaan program sepertt RKT,
RBA yang disusun setiap tahun dari elemen SDM, dana, sarana/prasarana,
dan metode diupayakan agar butir-butir hak pasien dapat diakomodir

untuk persiapan pemenuhan hak pasien?

. Pelaksanaan kesiapan

Bagaimana pendapat Ibu hal-hal apa yang dilaksanakan untuk persiapan
perlindungan hak pasien di RS ini apakah yang disusun telah dilaksanakan

sesual rencana?

. Sosialisasi Kebijakan

Bagaimana pendapat Ibu apakah telah dilakukan sosialisasi tentang hak-
hak pasien dalam UU RS no 44 tahun 2009 ini kepada seluruh tenaga yang
bekerja di RS ini?

Pengawasan

Bagaimana pendapat Ibu apakah dilakukan pengawasan terhadap
perencanaan dan pelaksanaan  apakah sesuai dengan target yang
direncanakan sehinggga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir
hak pasien di RS ini ?
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan 03

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

: Wadir Pelayanan dan Penunjang RSU Kab.
Jabatan dalam kedinasan
Tangerang

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A. Unsur Input
1. SbBM
a. Pengetahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Ibu tentang hak pasien dalam UU
RS no 44 tahun 20097
b. Sikap
Bagaimana sikap /tangapan Ibu terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien ?
¢. Jumlah ,jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Ibu tentang jumlah jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakab cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
khususnya butir ¢,d,e,i,j dan n ? mohon penjelasan bapak
2. Sarana/Prasarana
Bagaimana pendapat Ibu apakah sarana/prasarzna dan peralatan yang
digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah ,jenis dan kondisi
sehingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir hak pasien

khususnya butir a,b,,f;n dan o ini ?
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. Metode

Bagaimana pendapat Ibu tentang metode/tatacara yang ada saat ini seperti
Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK, dll apakah tersedia
diunit-unit pelayanan terutama IGD; Rajal, Ranap, KamarBedah, ICU
sehingga dapat mengakomodir hak-hak pasien sesuai dengan UU Rumah
Sakit No.44 tahun 20097

Unsur Proses

. Perencanaan

Bagaimana pendapat [bu apakah dalam perencanaan program seperti RKT,
RBA yang disusun setiap tahun dari elemen SDM, dana, sarana/prasarana,
dan metode diupayakan agar butir-butir hak pasien dapat diakomodir

untuk persiapan pemenuhan hak pasien?

. Pelaksznaan Kesiapan

Bagaimana pendapat Ibu hal-hat apa yang dilaksanakan untuk persiapan
perlindungan hak pasien di RS ini apakah yang disusun telah dilaksanakan

sesuai rencana?

. Sosialisasi Kebijakan

Bagaimana pendapat Ibu apakah telah dilakukan sosialisasi tentang hak-
hak pasien dalam UU RS no 44 tahun 2069 ini kepada seluruh tenaga yang
bekerja di RS ini?

. Pengawasan

Bagaimana pendapat Ibu apakah dilakukan pengawasan terhadap
perencanaan dan pelaksanaan  apakah sesuai dengan target yang
direncanakan sehinggga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir

hak pasien di RS inij?
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan 14

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

: Wadir Administrasi dan Keuangan RSU Kab

Tangerang

Jabatan dalam kedinasan

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A, Unsur Input
1. SDM
a. Pengetahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Bapak tentang hak pasien dalam
UU RS no 44 tahun 20097
b. Sikap
Bagaimana sikap /tanggapan Bapak terhadap adanva kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien ?
c. Jumliah ,jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Bapak tentang jumlah jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakah cukup untuk persizpan pemenuhan hak pasien
khususnya butir ¢,d,e.i.j dan n ? mohen penjelasan bapak
2. Dana
Bagaimana menurut Bapak apakah saat ini tersedia dana untuk
dipersiapkan mendukung kebijakan pemenuhan butir-butir hak pasien ini?
3. Metode
Bagaimana pendapat Ibu tentang metode/tatacara yang ada saat ini seperti
Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK, dil apakah tersedia
diunit-unit pelayanan terutama IGD; Rajal, Ranap, KamarBedah, ICU
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sehingga dapat mengakomodir hak-hak pasien sesuai dengan UU Rumah
Sakit No.44 tahun 20097

B. Unsur Proses

1.

L

Perencanaan

Bagaimana pendapat Bapak apakah dalam perencanaan program seperti
RKT,RBA yang disusun setiap tahun dari elemen SDM, dana,
sarana/prasarana dan metode diupayakan agar butir-butir hak pasien dapat

diakomodir untuk persiapan pemenuhan hak pasien?

. Pengorganisasian

Bagaimana pendapat Bapak tentang pengorganisasian di RSU Kabupaten
Tangerang dalam upaya persiapan perlindungan hak pasien apakah sudah

dilakukan?

. Pelaksanaan kesiapan

Bagaimana pendapat Bapak hal-hal apa yang dilaksanakan untuk persiapan
perlindungan hak pasien di RS ini apakah yang disusun telah dilaksanakan

sesuai rencana?

. Sosialisasi Kebijakan

Bagaimana pendapat Bapak apakah telah dilakukan sosialisasi tentang
hak-hak pasien dalam UU RS no 44 tahun 2009 ini kepada seluruh tenaga
yang bekerja di RS ini?

. Pengawasan

Bagaimana pendapat Bapak apakah dilakukan pengawasan terhadap
perencanaan dan pelaksanaan  apakah sesuai dengan target yang
direncanakan sehinggga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir
hak pasien di RS ini ?
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan 15

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

: Wakil Ketua Komite Medik Fungsional RSU Kab.
Jabatan dalam kedinasan
Tangerang

Lama bekerja

Lama bekeria dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A. Unsur [nput
1. SDM
a. Pengetahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Bapak tentang hak pasien dalam UU
RS no 44 tahun 2009?
b. Sikap
Bagaimana sikap /tanggapan Bapak terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien ?
¢. Jumlah ,jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Bapak tentang jumlah jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakah cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
khususnya butir ¢.d,e,i,j dan n ? mohon penjelasan bapak
2. Dana
Bagaimana menurut Bapak apakah saat ini ada tersedia dana di KMF
untuk  dipersiapkan mendukung kebijakan pemenuhan butir-butir hak
pasien ini?
3. Sarana/Prasarana
Bagaimana pendapat Bapak apakah sarana/prasarana dan peralatan yang

digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah ,jenis dan kondisi
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sechingga dapat dipersiapkan untuk memenuvhi butir-butir hak pasien

khususnya butir a,b,,f,n dan o imi ?

. Metode

Bagaimana pendapat Ibu tentang metode/tatacara yang ada saat ini seperti
Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK, dll apakah tersedia
diunit-unit pelayanan terutama IGD; Rajal, Ranap, Kamar Bedah, ICU
sehingga dapat mengakomodir hak-hak pasien sesuai dengan UU Rumah
Sakit No.44 tahun 2009?
Unsur Proses
Perencanaan
Bagaimana pendapat Bapak apakah dalam perencanaan program oleh
KMF seperti RKT,RBA yang disusun setiap tahun dari elemen SDM,
dana, peralatan, dan metode diupayakan agar butir-butir hak pasien dapat
diakomodir untuk persiapan pemenuhan hak pasien?
Pengorganisasian
Bagaimana pengorganisasian di KMF ini dalam upaya persiapan
perlindungan hak pasien apakah sudah dilakukan?
Pelaksanaan kesiapan
Bagaimana pendapat Bapak hal-hal apa vang dilaksanakan untuk
persiapan perlindungan hak pasien di RS ini apakah yang disusun telah
dilaksanakan sesuai rencana?
Pengawasan
Bagaimana pendapai Bapak apakah dilakukan pengawasan terhadap
perencanaan dan pelaksanaan apakah sesuai dengan target yang
direncanakan sehinggga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir

hak pasien di RS ini?
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan 16

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

: Kepala Instalasi HPI ( Hukum Publikasi dan
Informasi) RSU Kab.Tangerang

Jabatan dalam kedinasan

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A. Unsur Input

1. SDM

a. Pengetahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Bapak tentang hak pasien dalam
UU RS no 44 tahun 20097

b. Sikap
Bagaimana sikap /tanggapan Bapak terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien ?

¢. Jumlah jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Bapak tentang jumlah jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakah cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien

khususnya butir c,d,e,i,j dan n

2. Sarana/Prasarana
Bagaimana pendapat Bapak apakah sarana‘prasarana dan peralatan yang
digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah jenis dan
kondisi sehingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir hak

pasien khususnya butir a,b,,f;n dan o ini ?
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10

Mectode
Bagaimana pendapat Ibu tentang metode/tatacara yang ada saat ini seperti
Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK, dll apakah tersedia
diunit-unit pelayanan terutama IGD; Rajal, Ranap, KamarBedah, ICU
sehingga dapat mengakomodir hak-hak pasien sesuai dengan UU Rumah
Sakit No.44 tahun 2009?

B. Unsur Proses

Perencanaan

Bagaimana pendapat Bapak apakah dalam perencanaan program seperti
RKT,RBA yang  disusun setiap tahun dari elemen
SDM,dana,sarana/prasarana, dan metode diupayakan agar butir-butir hak
pasien dapat diakomodir untuk persiapan pemenuhan hak pasien?
Pelaksanaan kesiapan

Bagaimana pendapat Bapak hal-hal apa yang dilaksanakan untuk
persiapan perlindungan hak pasien di RS ini apakah yang disusun telah
dilaksanakan sesuai rencana?

Sosialisasi Kebijakan

Bagaimana pendapat Bapak apakah telah dilakukan sosialisasi tentang
hak-hak pasien dalam UU RS no 44 tahun 2009 ini kepada seluruh

tenaga yang
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan 27

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

: Kepala Bidang Pelayanan Medik RSU Kabupaten

Tangerang

Jabatan dalam kedinasan

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A. Unsur Input
1. SDM
a. Pengetahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Bapak tentang hak pasien dalam
UU RS no 44 tahun 20097
b. Sikap
Bagaimana sikap /langgapan Bapak terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien ?
¢. Jumlah jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Bapak tentang jumiah ,jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakahl cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
khususnya butir c,d,e,i,j dan n ? mohon penjelasan bapak
2. Dana
Bagaimana menurut Bapak apakah saat ini tersedia dana untuk
dipersiapkan mendukung kebijakan pemenuhan butir-butir hak pasien

ni?
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3.

4,

Sarana/Prasarana
Bagaimana pendapat Bapak apakah sarana/prasarana dan peralatan yang
digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah jenis dan
kondisi sehingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir hak
pasien khususnya butir a,b,,f;n dan o ini ?
Metode
Bagaimana pendapat Ibu tentang metode/tatacara yang ada saat ini seperti
Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK, dil apakah tersedia
diunit-unit pelayanan terutama 1GD; Rajal, Ranap, KamarBedah, ICU
sehingga dapat mengakomodir hak-hak pasien sesuai dengan UU Rumah
Sakit No.44 tahun 20097

B. Unsur Proses

1.

Perencanaan

Bagaimana pendapat Bapak apakah dalam perencanaan program seperti
RKT,RBA  yang  disusun  setiap  tahun dari elemen
SDM,dana,sarana/prasarana, dan metode diupayakan agar butir-butir hak
pasien dapat diakomodir untuk persiapan pemenuhan hak pasien?
Pelaksanaan kesiapan

Bagaimana pendapat Bapak hal-hal apa yang dilaksanakan untuk
persiapan perlindungan hak pasien di RS ini apakah yang disusun telah

dilaksanakan sesuai rencana?

. Sosialisasi Kebijakan

Bagaimana pendapat Bapak apakah telah dilakukan sosialisasi tentang
hak-hak pasien dalam UU RS no 44 tahun 2009 ini kepada seluruh
tenaga yang bekerja di RS ini?

Pengawasan

Bagaimana pendapat Bapak apakah dilakukan pengawasan terhadap
perencanaan dan peclaksanaan  apakab scsuai dengan target yang
direncanakan sehinggga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir

hak pasien di RS ini?
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan 'R

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Jabatan dalam kedinasan : Kepala Bidang Perawatan RSU Kab. Tangerang

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

Pt 3 s g b Bt bk R 8 AL A bkb—

A. Unsur Input

1.

a.

b.

C.

2.

SDM
Pengetahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Ibu tentang hak pasien dalam UU
RS no 44 tahun 2009?
Sikap
Bagaimana sikap /tanggapan Ibu terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien ?
Jumlah ,jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Ibu tentang jumlah jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakah cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
khususnya butir c,d,e,i,j dan n ? mohon penjelasan bapak
Dana
Bagaimana menurut Ibu apakah saat ini tersedia dana untuk
dipersiapkan mendukung kebijakan pemenuhan butir-butir hak pasien
ini?
Sarana/Prasarana
Bagaimana pendapat Ibu apakah sarana/prasarana dan peralatan yvang
digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah jenis dan
kondisi sehingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir hak

pasien khususnya butir a,b,,f;n dan o ini ?
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4.

Metode
Bagaimana pendapat Ibu tentang metode/tatacara yang ada saat ini seperti
Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK, dil apakah tersedia
diunit-unit pelayanan terutama IGD; Rajal, Ranap, KamarBedah, ICU
sehingga dapat mengakomodir hak-hak pasien sesuai dengan UU Rumah
Sakit No.44 tahun 20097

Unsur Proses

. Perencanaan

Bagaimana pendapat Ibu apakah dalam perencanaan program seperti
RKT,RBA  yang  disusun  setiap tahun dari elemen
SDM,dana,sarana/prasarana, dan metode diupayakan agar butir-butir hak
pasien dapat diakomodir untuk persiapan pemenuhan hak pasien?
Pelaksanaan kesiapan

Bagaimana pendapat Ibu hai-hal apa yang dilaksanakan untuk persiapan
perlindungan hak pasien di RS ini apakah yang disusun telah
dilaksanakan sesuai rencana?

Sosialisasi Kebijakan

Bagaimana pendapat Ibu apakah telah dilakukan sosialisasi tentang hak-
hak pasien dalam UU RS no 44 tahun 2009 ini kepada seluruh tenaga
yang bekerja di RS ini?

Pengawasan

Bagaimana pendapat lbu apakah dilakukan pengawasan terhadap
perencanaan dan pelaksanaan  apakah sesuai dengan target yang
direncanakan sehinggga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir

hak pasien di RSU Kabupaten Tangerang?
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Inferman : 9

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Jabatan dalam kedinasan : Koordinator Pelayanan IGD RSU Kab, Tangerang

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A, Unsur Input
1. SDM
a. Pengetahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Bapak tentang hak pasien dalam
UU RS no 44 tahun 2009?
b. Sikap
Bagaimana sikap /tanggapan Bapak terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien ?
c. Jumlah, jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Bapak tentang jumlah ,jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakah cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
khususnya butir ¢,d,e,i,j dan n ? mohon penjelasan bapak
2. Sarana/Prasarana
Bagaimana pendapat Bapak apakah sarana/prasarana dan peralatan yang
digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah jenis dan
kondisi sehingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir hak

pasien khususnya butir a,b,,f,n dan o ini ?
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3.

Metode
Bagaimana pendapat Ibu tentang metode/tatacara yang ada saat ini seperti
Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tafib, SK, dll apakah tersedia
diuntit-unit pelayanan terutama IGD; Rajal, Ranap, KamarBedah, ICU
sehingga dapat mengakomodir hak-hak pasien sesuai dengan UU Rumah
Sakit No.44 tahun 20097

B. Unsur Proses

1.

Perencanaan

Bagaimana pendapat Bapak apakah dalam perencanaan program seperti
RKT,RBA  yang  disusun setiap tahun dari elemen
SDM,dana,sarana/prasarana, dan metode diupayakan agar butir-butir hak
pasien dapat diakomodir untuk persiapan pemenuhan hak pasien?
Pelaksanaan kesiapan

Bagaimana pendapat Bapak hal-hai apa yang dilaksanakan untuk
persiapan perlindungan hak pasien di RS ini apakah yang disusun telah
dilaksanakan sesuai rencana?

Sosialisasi Kebijakan

Bagaimana pendapat Bapak apakah telah dilakukan sosialisasi tentang
hak-hak pasien dalam UU RS no 44 tahun 2009 ini kepada seluruh
tenaga yang bekerja di RS ini?

Pengawasan

Bagaimana pendapat Bapak apakah dilakukan pengawasan terhadap
perencanaan dan pelaksanaan apakah sesuai dengan target yang
direncanakan sehinggga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir
hak pasien di RS ini?

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010



IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan 110

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Jabatan dalam kedinasan : Kepala Instalasi ICU RSU Kab. Tangerang

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A. Unsur Input

1. SDM

a. Pengetahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Bapak tentang hak pasien dalam
UU RS no 44 tahun 20097

b. Sikap
Bagaimana sikap /tanggapan Bapak terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien ?

¢. Jumlah ,jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Bapak tentang jumlah ,jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakah cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
khususnya butir c,d,e,i,j dan n ? mohon penjelasan bapak

2. Sarana/Prasarana

Bagaimana pendapat Bapak apakah sarana/prasarana dan peralatan yang
digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah jenis dan
kondisi sehingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir hak

pasien khususnya butir a,b,,f;n dan o ini ?
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Metode

- Bagaimana pendapat Ibu tentang metode/tatacara yang ada saat ini seperti

Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK, dll apakah tersedia
diunit-unit pelayanan terutama IGD; Rajal, Ranap, KamarBedah, ICU
sehingga dapat mengakomeodir hak-hak pasien sesuai dengan UU Rumah
Sakit No.44 tahun 20097

Unsur Proses

Perencanaan

Bagaimana pendapat Bapak apakah dalam perencanaan program seperti

RKT,RBA  yang disusun setiap tahun dari elemen

SDM,dana,sarana/prasarana, dan metode divpayakan agar butir-butir hak

pasien dapat diakomodir untuk persiapan pemenuvhan hak pasien?

2. Pelaksanaan kesiapan
Bapaimana pendapat Bapak hal-hai apa yang dilaksanakan untuk
persiapan perlindungan hak pasten di RS ini apakah yang disusun telah
dilaksanakan sesuai rencana?

3. Sosialisasi Kebijakan

Bagaimana pendapat Bapak apakah telah dilakukan sosialisasi tentang
hak-hak pasien dalam UU RS no 44 tahun 2009 ini kepada seluruh
tenaga yang bekerja di RS ini?
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan 111

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Jabatan dalam kedinasan

: Kepala Instalasi Kamar Bedah RSU
Kab.Tangerang

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A. Unsur Input

| 5

a.

b.

C.

2.

SDM

Pengetahuan

Bagaimana pengertian/pemahaman Ibu tentang hak pasien dalam UU
RS no 44 tahun 2009 7

Sikap

Bagaimana sikap /tanggapan Ibu erhadap adanya kebijakan ini
kKhususnya tentang hak pasien 7

Jumlah, jenis dan kompetensi

Bagaimana menurut fbu tentang jumlah ,jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakah cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
khususnya butir c,d,e,i,j dann ?

Sarana/Prasarana

Bagaimana pendapat Ibu apakah sarana/prasarana dan peralatan yang

digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah jenis dan

kondisi sehingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir hak

pasien khususnya butir a,b,.f,n dan o ini ?
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3. Metode

Bagaimana pendapat bapak tentang metode/tatacara yang ada saat ini
seperti Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK dll apakah
tersedia diunit-unit pelayanan terutama IGD, Rajal, Ranap, Kamar Bedah,
ICUsehingga dapat mengakomodir hak-hak pasien sesuai dengan UU
Rumah Sakit No.44 tahun 2009?

Unsur Proses

. Perencanaan

Bagaimana pendapat bapak apakah dalam perencanaan program seperti
RKT,RBA  yang  disusun  setiap  tahun dari elemen
SDM,dana,sarana/prasarana, dan metode divpayakan agar butir-butir hak

pasien dapat diakomodir untuk persiapan pemenuhan hak pasien?

. Pelaksanaan kesiapan

Bagaimana pendapat bapak hal-hal apa yang dilaksanakan untuk
persiapan periindungan hak pasien di RS ini apakah yang disusun telah

dilaksanakan sesuai rencana?

. Sosialisasi Kebijakan

Bagaimana pendapat bapak apakah telah dilakukan sosialisasi tentang
hak-hak pasien dalam UU RS no 44 tahun 2009 ini kepada seluruh
tenaga yang bekerja di RS ini?
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan 112

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Jabatan dalam kedinasan : Kepala Instalasi Rawat Inap RSU Kab.Tangerang

Lama beketja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A. Upsur Input

1.

a.

b.

C.

2,

SDM
Pengetahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Jbu tentang hak pasien dalam UU
RS no 44 tahun 20097
Sikap
Bagaimana sikap /tanggapan lbu terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien 7
Jumlah, jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Tbu tentang jumlah ,jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakah cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
khususnya butir c,d,e,i,j dann ?
Sarana/Prasarana
Bagaimana pendapat 1bu apakah sarana/prasarana dan peralatan yang
digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah jenis dan
kondisi sehingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir hak

pasien khususnya butir a,b,,f;n dan o ini
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3. Metode
Bagaimana pendapat Ibu tentang metode/tatacara yang ada saat ini seperti
Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK dll apakah tersedia
diunit-unit pelayanan terutama IGD, Rajal, Ranap, KamarBedah,
ICUsehinggadapat mengakomodir hak-hak pasien sesuvai dengan UU
Rumah Sakit No.44 tahun 20097
Unsur Proses
1. Perencanaan
Bagaimana pendapat [bu apakah dalam perencanaan program seperti RKT,
RBA yang disusun setiap tahun dari elemen SDM, dana, sarana/prasarana
dan metode diupayakan agar butir-butir hak pasien dapat diakomodir untuk
persiapan pemenuhan hak pasien?
2. Pelaksanaan kesiapan
Ragaimana pendapat Ibu hal-hal apa yang dilaksanakan untuk persiapan
perlindungan hak pasicn di RS ini apakah yang disusun telah dilaksanakan
sesuai rencana?
3. Sosialisasi Kebijakan
Bagaimana pendapat 1bu apakah teiah dilakukan sosialisasi tentang hak-hak
pasien dalam UU RS no 44 tahun 2009 ini kepada seluruh tenaga yang
bekerja di RS in
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IDENTITAS INFORMAN

Nomeor Informan 113

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

: Koordinator Pelayanan dan Sumber Daya IR}
RSU Kab. Tangerang

Jabatan dalam kedinasan

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANYAAN
A. Unsur Input
1. SBbM
a. Pengetahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Ibu tentang hak pasien dalam UU
RS no 44 tahun 20097
b. Sikap
Bagaimana sikap /tanggapan Ibu terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien ?
¢. Jumlah, jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Ibu tentang jumlah jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakah cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
kbususnya butir c.d.e.i.j dan n ? mohon penjelasan bapak
2. Sarana/Prasara
Bagaimana pendapat Ibu apakah sarana/prasarana dan peralatan yang

digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah jenis dan
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kondisi sehingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir hak
pasien khususnya butira, b, f, ndan o ini ?
3. Metode
Bagaimana pendapat Ibu tentang metode/tatacara yang ada saat ini seperti
Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK dll apakah tersedia
diunit-unit pelayananterutama IGD, Rajal, Ranap, Kamar Bedah, ICU
sehingga dapat mengakomodir hak-hak pasien sesuai dengan UU Rumah
Sakit No.44 tahun 20097
Unsur Proses
1. Perencanaan
Bagaimana pendapat Ibu apakah dalam perencanaan program seperti
RKT,RBA  yang  disusun  setiap  tahun dari elemen
SDM,dana,sarana/prasarana, dan metode diupayakan agar butir-butir hak
pasien dapat diakomodir untuk persiapan pemenuhan hak pasien?
2. Pclaksanaan kesiapan
Bagaimana pendapat Ibu hal-hal apa yang dilaksanakan untuk persiapan
perlindungan hak pasien di RS ini apakah yang disusun telah
dilaksanakan sesuai rencana?
3. Sosialisasi Kebijakan
Bagaimana pendapat Ibu apakah telah dilakukan sosialisasi tentang hak-
hak pasien dalam UU RS no 44 tahun 2009 ini kepada seluruh tenaga
yang bekerja d
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IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan : 14

Nama Lengkap

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

: Ketua Panitia Kredensial KMF RSU
Kab.Tangerang

Jabatan dalam kedinasan

Lama bekerja

Lama bekerja dalam jabatan

DAFTAR PERTANY AAN
A. Unsur Input

1. SDM

a. Pengetahuan
Bagaimana pengertian/pemahaman Bapak tentang hak pasien dalam
UU RS no 44 tahun 20097

b. Sikap
Bagaimana sikap /tanggapan Bapak terhadap adanya kebijakan ini
khususnya tentang hak pasien ?

¢. Jumlah, jenis dan kompetensi
Bagaimana menurut Bapak tentang jumlah, jenis dan kompetensi SDM
yang ada saat ini apakah cukup untuk persiapan pemenuhan hak pasien
khususnya butir c,d,e,ij dan n ? mohon penjelasan bapak

2. Sarana/Prasarana

Bagaimana pendapat Bapak apakah sarana/prasarana dan peralatan yang

digunakan saat ini telah cukup memadai dari segi jumlah jenis dan
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kondisi schingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi butir-butir hak

pasien khususnya butir a,b,,f;n dan o ini ?

3. Metode

Bagaimana pendapat Bapak tentang metode/tatacara yang ada saat ini
seperti Protap, SOP, SPM, Askep, HBL, Alur, Tatib, SK dll apakah
tersedia diunit-unit pelayanan terutama IGD, Rajal, Ranap. KamarBedah,
ICUsehinggadapat mengakomodir hak-hak pasien sesuai dengan UU
Rumah Sakit No.44 tahun 20097

Unsur Proses

. Perencanaan

Bagaimana pendapat Bapak apakah dalam perencanaan pregram seperti
RKT yang disusun setiap tahun dari elemen SDM, terutama rekruitmen
dokter spesialis/ metode /tatacaranya diupayakan agar butir-butir hak

pasien dapat diakomedir untuk persiapan pemenuhan hak pasien?

. Pelaksanaan kesiapan

Bagaimana pendapat Bapak hal-hal apa yang dilaksanakan untuk
persiapan pemenuhan hak pasien di RS ini apakah dilaksanakan sesuai

rencana?

Analisis kesiapan..., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010



nn

urduzp 13unpuljtp ¢ uased yef

STUEY YRLI) seEnyad TJuviung vausnsmyy

eAuisisod suiny ymunsuzd | usised wEnpuppw 13npuipaw ednl Sy uedusp 1t uegefigay

uaised 1Sunpurjpw ueAe| 1p snuy upnefiqey | ymun yewwoowad ¢ woysed 1Bunpupawe | efefds myBuca ipelumu iunpr drpryenl

STUTI WYES Yenyy 1Eqoung GunA Sunynpusi ueyeftaey euey yepy i uzised tuynpnpay w yeduegy uedediue
ucuRAR] LIaqW ] varsed degog uEp ning Bunynpuapy N cues g | fn eduepe ueSuap nimes pdeyes eurunedig kS

& 60T unyrt

winjsq nieq luryedip B 0N 7 e

LI Wn)g Jued spe vdnl | woyed wnpaq dm uep woRgIp uieyed uatsed yuu dusun

1wl nieq N epe twn| SueA 1N smutdos vovqip | eAuyiunias wnjeg win|x ey iweyedip wnppg Ko gy yedeg vyl
inyaduaw yepng LI9p Ny yepng yewed yepng dinay nymn yepng aeduop yowd,| N oy yopng vucusedeg] 4

upiswl

Nuy veynuaisx

undersaxd

ymun doyno geyed:

Sueiny deut "l qees epe Jues

dnyna 1sunadoy yisew deur JEALLE 1D QIR WS 1sumadwosy

sife1sads AL 15R | EIsue Jueiny yisvws 1sualaduroy uep yepunf uep stual epund

1apeizaW dnynd apuopummnap | 1pjusiasd vleuy - 1Rumso edeum ‘s1u2f yiKq PRI Jumum yedegl

wWnwn £eeas | Nieq dnyna yepos {CPRLUAW Wnwn iepriuaw dnyno winwn weass siEIsads | runum euruneseg

vena; young IO yrjump WS WS sipatu TStuay, 1P UTp wmtin Jp yepuar Was |

o §d Fd & ad 1d ndug ajgries ‘oN

., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010

Analisis kesiapan..

0107 unyy) suesadue),
uaeduged] sy 1p unsed yey ugdunpupad ueeliqay seusws|dwy vedelssy wWEEPUIL BICdUBAWAL ISEIL Sy LY 7 ueandue]



1pelio) yesew

iy BP0 wdunpurpp

utsed unpreduvad 13unpuipra v3nl eAuye|as yeo|
uised 1Bunpunfip e se@niod euuey uaised uipjdwes uapsed yey 1iga) edusisod 1urputp
yey 13unpuijw npad vased —aiyye pAupcos | ugised ey Senun uepulydusw Jueiusy jenwiawd | ceoaey 13unpjp R Y]
uyefiqay vuaITy teyeigoy Sunynpuaw 1) Sunynpudiu Nrun ueeigoy yedunq yigo| ciuyeAe|os eaustsed uased
Jumynpuaw Funynpuay uep nfhiag wep g Sunynpuajy 1w () nhiag uysed YTH euany alnlag

UDNDHCIR
rurq ued UL CLIRDS U Juasund el udtsid yoy
<o 1 Sumuo umiay weyed 1SUSL|TIS0S paLLIaU) eROIp win|xq ueq Jued 1mduap TIECIR | IYRUALIaW jRnun
syedanyenduat U1 I wnjaq Jeduop WN|X] BUAIEY e Jued NN yewad wnjag yuiuad wnjaq S 1p vzt
wnjaq AU3UID YRR GIE( DYED WNIE weyed wingg ey nyey yepng el raed eAcs | uep weyed winpag ucieday
1EpRiaty dnyna faleli

1p vep 1paed uriyiziad stuey Fumny
15U X0y N1 wsesd usp el dein e
SURITEY YISTW Ip vrunas 108 1p rueead vdouy
wig uyeiuag dnyng Jmonad 1EpEL W AT Ay

TEpRtHL sijuirads ey 15u5doy dnyns myyop dnyno

dnyno 1sunaduioy diyna gAuwnn feputaw cpe wnpq uep easesnd nwead edeum
Suwmy wee[ sjuisads | dnyna 1suoiadivoy o1 syeisadsqns wsumadwoy | uepel jea ip deur uep stual yepwnl
dnyna 1sunaduey nyeAus ds Ip BumIny Yisew dnyjno yempiad Jp yepunf 1308 Juesny s Ip Sueny urjewiaxday
dnyno siuisads {1 ap dnyna jeaesad deawy ip newer | dinyna 1susmadiiey Huminy s 1eavmad doyno WISEL TRastod vorua
ap yejume uop Ip yejwng tesvad yejwng | dncjro simisads 1q Jeavedad yepng Jgep ednua ] edeual yrpung | uep sipawr wlvud )

vid tid Zld Id Old &d gd id

., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010

Analisis kesiapan..



i uaisrd
e s
Aipowoye3uaw

dexSua) duydea) winyag wdep 0

wnjaq JNS uep 1o teprLuaus ‘YEE] JEWIE Y

uERuepaTday dniyna yephs ‘deuny ‘eley

TIPoSIF Wnjq ¥0pn ucuede|xd deead ‘o] e

1dH 9% ununAr|ad 408 "1s1a1p wepewaw dnyng ISIADIIp ULp Hun 1yt ees ureAejsd

1un 2ep ualsed sasoud Juepss up ueympIsIp Ye|» | 1eprwat daynsee | deyJuapp Jucpas vpid ope Junk Hun-un ip

urejdwoy dueesd S wop JOS | qIal mEl uop LRI umundTund deiozg cpe Suek dpois iy 2P0 BT TIEL oipasin) yeyed y

., uasrd

oy Jung-ang

YHUSLLA Yoiun

ueydeissahp

upIgs wp v33unyos

A0 TIpasI} ueueInAuYy dirySus| 1SIpUDY 3 sl

BAuylD ‘uaasud y3|osndwgw uaised wluygrinps wnjeq "quyf 1335 BEP

ey unq vdeisgag Suvlued ysew e deyuiag undneqoss uojsed wprua dnyna

MU 1seiade nF3un Treoos viedn ueBunuaday | 1w ees ureundip

1edep u) Be[ds nyyes ci2umes UBIE)P ‘UelwTAL ] yhun yepepi Tued vieeiod

WPISII) YURNS Juesny Yiseuw - dny{nd wWnjq EME 1U1 CWE]S EIP3sID) ¥ wwwesiad

Hued eunng | dewt yea Sueny Juees ynium vunres Juek wurieg Foues qeyedy

uzsed AL

§E4 snnq edetagsq napsed sy nmy

YUK Jedep Ui -1ting uetguusyd

umyIseo|eIp denas ueoddunp ueyeliqoy

uased yuy edop Buad cuwp Sunsdug| Junynpuaie

uegnuatusd yraun ouep vAusUnyas yTpn e1eaas Knol UDHISEYOIEIp ueydrisiadip

SHST[Y WoIds umysmuond UB{ISTY{IIp NEPI) VUTP - - g wased yey ymun

uoisToy(o1p Jusk 1p varssd yey *uarsed yoy ueynususd ugynuawad ¥mun EUZP mPISI)
BULp BPE N3G ueinirawd TRt yraun smsney SASNY eue( 1t ees yeyedy t

9d &d td £d ol 1d ndug apyuLes N

., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010

Analisis kesiapan..




Jmae

yifs cueaunm

duySua) mnyag Sy ueunduig
1oy Juek [} URP ULIES NisY ey udsed
i yieq Jummny WIRIQI0MIOqE] Y103 1IR3ty HOU PRI
Burwsmyy UBLLITAL 15)pucy edengag rues ugydeisip uaised mepdwoy edep vluyrun)as
yiseur Juek vpe ) dnyno wnteq £ | Sreany yisew yisiy uep Suwny TAUSTULYDS N LeyEIpasip LIN]3 LEYUPISP
1p UBIRI[ESS ey | SE|a sy mumImg euRins vdeagag] | I)ISTUL BIE YR|WOp aniia Jued cuweg Juek rucieg
uaised yey umsed

epedsy uouedeod §O UL UTHTUTSYelp umsed ye uguzlejad
urdunuxioy ¥riun edep LIrpRSID uaised uERIsCyaep apowoyaduaty | uwdunuaday ymun upgsed! Uy Jnng
etjeuq eeass vidum vep nyew | uedunuaday ymun wintaq watsed xoy 1edep JunsTuep | wexnloup vlupsey] | vdeiageq nnurawa
B uzynye|Ip dund 1ewead plu)isey edvdn-eiedn | ymiun ‘veymngoy NP RILXE IseISaAU ULp redep mlupisey
whedn ‘useed Yoy YTy m[EPw 1dmo) uyEtpasip | yrungds [ynuaww uB§isTSI[CARp una jeuolsmado TSESI I YD)
veynuawad yraun | ueynsmp s wnpaq uased | wedep wnpag e eyl vy CHEP Yun eyl vy wepep
UEYSOHOJIP WN[G eeus ueynud ¥y uninuatusd wrjep ueynsnip WB[Ep URYnSOIp i) vipasim ueyedaunp dued
vuep undnrjoay yajun eued Anun eueg Fued eur(g Juud wuecy winjaq eucg LULP TAICUM IS

Fid tld Tid [1d 01d 6d 8d Ll

., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010

Analisis kesiapan..



(. CUBILA

v ENSIS ULV UBE PP

WECP UEYEeUEIIP 1[B[2} UNSNSIP

ienqip Ld b4 gmun yepa Joed yeyooe

uaised 1oy wotsed yey wwres ueolpafusd "lur Sy tp udse

oy ueynuswad ueynye|ip umynuawsd ynin uep Jiun ediiagaq yuy uedunpuiped

upeAednp epe ymitn ueyng winjag uaised uBYNg PAUTRAL 1P N151) Cueies urderssnd

used yoy snstyy gAUEME 10Ea1 - YEY YnUn SRSy ‘lemuszad unyneyad upin3ucquad ma HIN UBYEUESYT)IP

yrun vedeisoy | ‘ueyeussye(Ip Sipaw ugsuesyexd ueycuesye(xd 1 vedesay urcuesyerad Fued o1y tqedeq

UCUBSYE|Df rdrun 1Sy uedelsay ucdeisoy mes yejes | iedepusd euvnmiedeg

& uynye|p

yupns yyeds ‘unsed

JH yuy uedunpuipad

‘suf ueyequicud uedmsand

dey8uo] wnjag vdunies 143 su) eyeped edudn wepup

__BEUU— unsnsip _nﬂ.o- .zaxiﬁ__ﬁ yejes ._._".E.__._.u__amv w8 HUNLISqLuouL wzﬂuw:n._. ey Dm.-r.—

WINj] tsete) TRE AW} yopns ua)sed yey CAUjRSILE ‘URyIYE P 1p ugisusinstioduad

- nIwey yniun | ynuaqaw uerdusp - urdunuaday yaun Jues epo yepns Sueyum yedey

umsesiurdiofudyd unisesiveFioduag urrsesiundiodus, uzssesiuedzofuag wedepuad vurmiedey

& uased Ny

ugynuawad uedersin d

yin apewoeyip Jedep

uased yey Jnog-amng

uased uaisid uaised auide ueyedednin

oy veynuautad Ney 1ng edesagag dopipsy ucuesfeiad | oporaw uep ueesid

AmUn LeNsHye)Ip ynuzw2w jedep ugStuaday feueies ‘tunp as

wengp wnpg uvsed uarsed uedunuaday wnj3q yIsiy ueyryc)ip Suck ymun ededn vpe UIWD]I URP UYL)

uased ey yey uegnuatued ymun deyalnp urunGuequiad chredn sdeia tpe ey weepup dnsy denas unstnp Sued

ueynuswxd ymun Ymiun snsnyy 1y uep vay e wnpg unsed Yoy | uRsnsIp wngag uased VY UEp [ Yy ds

uCysSTPIp WInleg L3 wep veryg N T[S UNSASID uegipafusd ueynvowzd venfmn | yey voynuawad ymun | winBoad veeurauaid

uweueauasad wajeg ugunsniuad wejeg UTLUEIURID] ymun cueauay | yniun ureueduag STISTIY UEBUEINDING wejep yeyedy
Ol 5d d £d id Id S50 BQEHCA oN

., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010

Analisis kesiapan..



uaised

et IYnuMLSTY udsed
1edep 1eprsip edum Nou ueyouwxd
1du unsed ey Amun ueyng usyduIsIp yepn
voynuswd ¥mun uaised RAU[EME ‘Y udised ey duyui uased Yoy ymun
ueyng Biujesme noty veynuawexd | poepe SupAvurouar | weynuawad ynun uLyises|eanp STENYY snsey
vosud uzisued UeuREy Nrqun snsuyy UZNISEST T wnjxq ey YEY 1P ouroual urstuRtequad
Y2y t3npunaw ¥nun eueies LEXNNE[IP NS nyek ureuesyejed ucyEUTSOIp wdman ‘epr wingdg e e ad
ueyeligoy veunduequad uppuesyed udoisay 174 uTp VY ugeumsepwd virua sereny
Bunynpuzw LTSy E| 9] uedeisay uCHUTILID] 1P UBCURIUAIS] uedeissy umeyFuiun,
uryrAcind
uaised uipn Fay
sl Ney ucdunuaiay BURIUD Ynjun
Noy Jnng-aing N¥nun wn'oeg uapsed Yoy uzised yey 1de1 vased Bunuad
ynuawaty Sued | mipasia) umd fuep | yniun sesmupy ueyng Ynlun URSAyojIp et ueynuawst e undneqess
epe 1ep deeuaq ueEuap 18595 1dma deyeuaq SNSRYY uayng qniun ucynd uagsed yey upe i ussed
BIEIDS UEXISESIjTap LEyIsesLulIp Tiesas ynuadip 1sesteaL 1dea) deroy veynsitp | veyruawad yaun qit] ucnusuisd
- usnISnsIp usnsnsIp | unyel deyss unsnsip UNSASIP Njelas GEp unsnsip SNSNYYN BULIUM S snsnyy
Juek vseuesumz | Sued urcuzauasag Fued yeeursudisd UPELUTIUDI 2] O35 tusIua Y unsnsip winjag uredELHNg
¥1d thd Tld Lid OLd 6d 8d L

., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010

Analisis kesiapan..



ALY

1P umsed Ny ing
QI RIS
e ueydersiadip
wdep e38umss

UeHTUEHUMIIp
dued
i ucduap
Vi winjaq usised 1ensas yeNeds
1p uvoueanaed uzesed jey voynuatuxd ‘ucouesye(od
ndduruas wiejeplp S| uniinuatwad snsnyy uRp upeuzaua X
(jey | venwansd ugseaveduad HNUN ueysnyoNp et yopn duprya
uTduap ummyEID W un | wmjaq i) ueng | nele veyeuesye|p uvsemuiusd
B Hipatu dpuary uEyRYeIp VY TED2S UENNyEp ¢ denss ueynye|p VY ey uzynye)Ip yejede
umei 8oy depryi) | useucsye|ad ynun elisury depeyts elzoury duputs) uun uEynNE(p *yedegy wedepuad
ueseacdusg uesEMEIuag ueseaeTusg uzseaRdudg unseareduag euouns ey 11
& Ut Sy p Thayag
Jued vieun
Junpas vprday
L BOOT U i
ucfuzu Buipuip uased ‘ON S {111 R
gped udised ETRT TR used sey-yuy
ey uyeduraugue wedel noje uepesip edug upa Juwyuay 1sesyeisos
mundpx | uenwopad srivsq Vil wepep usueAed w3y ‘v wejup ueynye|p
yun edeiogaq WO SHETYY | UCYEIUAND WRjaq STISNYy 3} "Isestesisos uUNCUBILSNp e yeyede
‘I5us|e1s08 RITDIS UCyNyEAp uPp UBHNYE(Ip | WE3RS ISTSI|RSIS0S PC WinfHHy wnpaq uzyefigay Nedeg wedvpuad
uexnye|Ip wniag win|3q 15951 | sos tUNJa ISTSIEIS0S ope W SNENYY 235 1501|0150 ruowiedeg ol
&l Sd ¥d £d od 1l $I50U,[ DqEMTA "oN

., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010

Analisis kesiapan..




umsud

ey ueyauawad
ueresyead

uRp ueeuesuard
{MUn SNSTAY URNDQ
1de1a) urynyeip
uemersd unerday

VER 1D il
uerday grun
ey ‘ueNnyenp
of1aury depriis)

ynjun geseaeBuag uesemEdUa]
e
upp s1pow
edeusl epeday uaisedl UEYISTSIJHSOSIp
s Injejaw | yey anng odwageq ugsed yewad ueuefepad wiep
usisnd ey IgnuatiaWw R r LD T1TTRTTS wn [ ueyeligey usised yoy Jing
Sueuz 1sTULIO)UL upuede|nd upsnye[p Juek undnejes edwiagdq uegnyEOW
- UzUSqWIL ucyeligay idmar | ummEsy edeiaqaq weynyeIp uased UEynECp eaezad wid e )
UESUSD UTHTNTP ‘uryIses]|eisosp ueyeussyRjp | ey anng vdmagaq WN|H] Iwsay *CPE LUN|3 HUSD)
yewed 1sesymses | wngaq uexeliqay | wingaq 1sestjeisos ureuesyelad | wIR0Ds 1susLRIsAg IRIDS SUSHUISOS
Fid £id Zid lid Old 6d 2d id

., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010

Analisis kesiapan..



fourrebaus

SHREENL ARV MEN EYSIMERDLNDT IS

suvsdsusy, udednqey S ISESIKESI0 NS ¢ ueardure ]

., Dormasari Sipayung, FKM Ul, 2010

Analisis kesiapan..



	Halaman Judul
	Abstral
	Daftar Isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Bab V
	Bab VI
	Daftar Pustaka
	Lampiran



